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ABSTRAK 

Nugroho, Wien Okta Adi. 2011. Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan 
Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Kabupaten Klaten ( Studi Pada 
Polres Klaten). Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Semarang.  
Drs. Hery Subondo, MHum, Anis Widyawati, SH, MH 
 
Kata Kunci: Peran Satuan Narkoba, Pemberantasan, Penanggulangan 

Kejahatan Narkotika. 
 

Saat ini Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara pemasaran narkotika 
melainkan telah menjadi negara produsen narkotika. Peredaran narkotika di 
Indonesia sudah mencapai tingkat yang menghawatirkan untuk generasi yang 
akan datang, dibuktikan dengan mudahnya para pemakai menemukan narkotika. 
Polri selaku alat negara penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut 
untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan 
memutus jaringan sindikat dari narkotika melalui kejasama dengan instansi terkait 
dalam memberantas kejahatan narkotika. Satuan narkoba bertugas melaksanakan 
bimbingan teknis yang berhubungan dengan fungsi Narkoba di tingkat Polres. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 
Peran Satuan Narkoba Polres Klaten Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan 
Kejahatan Narkotika Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Klaten?, (2) Faktor 
Penyebab Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Upaya Pemberantasan dan 
Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Klaten? 
Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui Peran satuan narkoba Polres Klaten 
dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah 
hukum Polres Klaten. (2) Untuk mengetahui faktor penyebab kendala yang 
mempengaruhi upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di 
wilayah hukum Polres Klaten. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (sosio-legal 
approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah: sumber data primer dari 
Kasat Narkoba dan Anggota Satuan Narkoba Polres Klaten; dokumentasi dari 
dokumen dan arsip Satuan Narkoba Polres Klaten; sumber data sekunder dari 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan 
Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, buku-buku literatur, 
pendapat para ahli dan hasil penelitian para sarjana; dokumentasi data dari 
dokumen dan arsip Satuan Narkoba Polres Klaten. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini, adalah: wawancara; dokumentasi; studi kepustakaan. Metode 
analisis data dalam penelitian ini, antara lain: pengumpulan data; reduksi data; 
penyajian data; pengambilan keputusan. Prosedur penelitian, antara lain: 
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pengajuan judul skripsi; penyusunan proposal; ijin penelitian; penyusunan hasil 
penelitian. 

 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Narkoba 

Polres Klaten dalam pemberantasan dan penanggulangan narkotika sangat besar 
karena tugas dan fungsinya sebagian besar terealisasi. Satuan Narkoba Polres 
Klaten sudah melaksanakan program kerja, antara lain memberikan: penyuluhan; 
talk show; Sosialisasi Undang-undang Narkotika dan Psikotropika; Hambatan 
yang dihadapi Satuan Narkoba Polres Klaten antara lain: Hambatan internal yaitu 
: 1). Terbatasnya anggaran menyebabkan belum optimal kinerja dari Satuan 
Narkoba Polres Klaten, 2). Sering bocornya informasi tentang pelaksanaan razia 
menyebabkan tersangka mengetahui dan melarikan dari tempat razia. Sedangkan 
hambatan eksternal yaitu sebagian masyarakat kurang peduli terhadap 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba karena mereka beranggapan yang 
memakai dan pengedar gelap Narkoba bukan keluarga mereka sendiri. 

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan Meningkatkan kesadaran 
hukum tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) bagi masyarakat dengan penyuluhan hukum, talk show, 
pemutaran film, penyebaran stiker/pamflet tentang sanksi hukum; Meningkatkan 
biaya operasional Satuan Narkoba Polres Klaten dengan cara mengajukan dana 
kepada Kapolres Klaten dengan pertimbangan permasalahan yang ada dan 
besarnya biaya yang digunakan untuk pemberantasan dan penanggulangan 
kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten. 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya 

lainnya. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan 

singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik 

Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai 

resiko kecanduan bagi penggunanya. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau 

bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa pengendalian 

dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut pakar kesehatan, Narkoba 

sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat 

hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini 

pemanfaatannya disalahgunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah di luar 

batas dosis/over dossis. 

”Narkotika sangat berbahaya apabila disalahgunakan karena 
narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, 
narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan sifat 
habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat  narkotika 
inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak lepas dari 
cengkeramannya. (Partodiharjo, 2006: 11)”. 
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Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam 

tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika 

disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. 

Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan 

Narkoba yaitu Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan 

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

”Pemakai narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan fisik 
karena kerusakan fungsi organ dan juga datangnya penyakit 
menular yang sangat parah selain itu kerusakan yang tidak kalah 
bahaya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan 
moral (Partodiharjo, 2006: 31)”. 
 
Hingga kini penyebaran Narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. 

Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat 

Narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Misalnya saja dari 

bandar Narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat 

pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat 

para orang tua, ormas, dan pemerintah khawatir akan penyebaran Narkoba yang 

begitu meraja-rela. 

Menurut kesepakatan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang 

juga disepakati Indonesia pada tahun 1989, setiap anak berhak mendapatkan 

informasi kesehatan reproduksi (termasuk HIV/AIDS dan Narkoba) dan dilindungi 

secara fisik maupun mental. Namun realita yang terjadi saat ini bertentangan 

dengan kesepakatan tersebut, ditemukan anak usia 7 tahun sudah ada yang 

mengkonsumsi Narkoba jenis inhalan (uap yang dihirup). Anak usia 8 tahun 

sudah memakai ganja, lalu di usia 10 tahun, anak-anak menggunakan Narkoba 
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dari beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya 

(Riset BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia) 

(www.hukumonline.com). 

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit Narkoba lagi, akan 

tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi 

negara pengekspor Narkoba jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman 

melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari 

luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia. 

Perkembangan kejahatan narkotika saat ini yang secara kualitas dan 

kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan 

narkotika pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi 

kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan 

informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya. 

Kejahatan narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan 

terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun 

kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir 

secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. 

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, 

dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat 

membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang, sehingga 

diperlukan penegakan hukum kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres 

Klaten. Tingginya tingkat ancaman bahaya penyalahgunaan kejahatan narkotika 
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bagi generasi muda bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

Sesuai dengan Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep/07/I/2005, tanggal 31 

Januari 2005 tentang Perubahan Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 

Organisasi dan Tata kerja tingkat Polres (Lamp C) BAB II Pasal 4 ayat (3) huruf b 

”Satuan Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi 
penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut 
prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka 
pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba”. 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Satuan Narkoba : 

 (1) Satuan Narkoba adalah unsur pelaksana utama pada polres yang merupakan 

pemekaran dari Satuan Reskrim dan berada di bawah Kapolres. 

 (2) Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), 

termasuk penyuluhan & pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi 

korban/penyalahgunaan Narkoba. 

 (3) Satuan Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba, disingkat Kasat 

Narkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan 

tugas sehari - hari di bawah kendali Wakapolres. 

 (4) Satuan Narkoba terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta 

sejumlah unit. 

Visi Satuan Narkoba Polres Klaten adalah terwujudnya masyarakat klaten 

yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta menjadi 

penyidik yang bermoral, profesional, proporsional dalam menegakkan hukum dan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
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Peredaran narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) di Indonesia telah 

menyita perhatian nasional dalam usaha penanganannya. Termasuk untuk daerah 

peredarannya, khususnya di wilayah hukum Polres Klaten. Untuk itu Satuan 

Narkoba Polres Klaten dituntut kesiap-siagaan dan kinerjanya dalam memberantas 

dan menanggulangi kejahatan narkotika di wilayah hukumnya.  

Kabupaten Klaten terletak diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Karesidenan Surakarta. Yogyakarta dan Surakarta diperkirakan dijadikan salah 

satu pasar peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia 

(www.Kompas.com Minggu, 22/05/2011 09:00 WIB) . Karena daerah tersebut 

memiliki bandara internasional antara lain Adi Sutjipto di Yogyakarta dan Adi 

Sumarmo di Surakarta. Yogyakarta dan Surakarta merupakan jaringan yang 

berasal dari wilayah Golden Triangle yakni Thailand, Laos dan Myanmar, 

kemudian jaringan Golden Cresscen atau bulan sabit emas yang berada di 

Afganistan dan kawasan Asia Tengah, serta jaringan dari Afrika Barat. Bandara 

Adi Sutjipto menjadi area transit kelas internasional yang memungkinkan 

terjadinya penyelundupan Narkoba. Apalagi, Yogyakarta merupakan tempat 

transit menuju Surabaya, Jakarta, dan Bali. Penyelundupan terjadi tidak hanya 

sekali dan berada dalam konteks Internasional. Penyelundupan Narkoba sangat 

mungkin terjadi, karena Bandara Adi Sutjipto merupakan bandara Internasional. 

Polres Klaten terletak diantara jalur perdagangan yang ramai atau antara 

Yogyakarta dan Surakarta yang diperkirakan menjadi jalur perdagangan Narkoba 

tingkat Internasional. Menyadari hal itu maka tugas Polres Klaten dengan Satuan 

Narkobanya menjadi berbeda dari Satuan Narkoba yang ada di daerah lain. Tugas 
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yang sangat berat karena tidak hanya mengamankan daerahnya dari peredaran 

Narkoba tetapi juga harus mengamankan daerahnya dari jalur peredaran Narkoba 

tingkat Internasional yang diperkirakan Kabupaten Klaten dijadikan tempat 

transaksi Narkoba antara bandar yang berada di Yogyakarta dan Surakarta. Hal ini 

membuat pihak keamanan atau Satuan Narkoba Polres Klaten harus melakukan 

pengawasan dan pengamanan lebih ketat. 

Polri selaku alat negara penegak hukum dengan Satuan Narkobanya 

dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional 

dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kejasama dengan 

instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkotika, dimana pengungkapan 

kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari 

dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya 

pelaku kejahatan dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang 

narkotika. Tulisan ini adalah penggambaran bagaimana usaha-usaha Satuan 

Narkoba Polres Klaten dalam melakukan peningkatan penanggulangan kejahatan 

narkotika di wilayah hukum Polres Klaten dan sumbang saran terhadap 

peningkatan dan perbaikan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

tentang Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam kaitannya dengan 

mengungkap kejahatan Narkoba di kawasan Kabupaten Klaten dengan mengambil 

judul: ”PERAN SATUAN NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN DAN 

PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI KABUPATEN 

KLATEN ( STUDI KASUS PADA POLRES KLATEN)”. 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH DAN PEMBATASAN MASALAH 

1.2.1 Idetifikasi Masalah 

Kejahatan tentang narkotika semakin hari dirasa semakin berkembang 

seiring berjalannnya waktu. Peredarannya yang sulit dikendalikan bahkan sudah 

merambah semakin luas membuat banyak dari kalangan masyarakat menjadi 

resah. Penelitian ini mengangkat dan mendiskripsikan masalah-masalah yang 

timbul mengenai Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam menangani kejahatan 

narkotika, Kemungkinan masalah yang timbul, yaitu:  

 (1) Cara mengumpulkan informasi dalam mengungkap keberadaan peredaran 

narkotika di wilayah hukum Polres Klaten; 

 (2) Indikasi peredaran Narkoba di kalangan remaja dan anak-anak sekolah; 

 (3) Indikasi peredaran Narkoba melalui media-media yang menarik minat 

remaja; 

 (4) Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam pemberantasan dan 

penanggulangan kejahatan Narkoba; 

 (5) Faktor penyebab kendala dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan 

kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten. 

1.2.2 Pembatasan masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti terkait dengan Peran 

Satuan Narkoba Polres Klaten dalam pemberantasan dan penanggulangan 

kejahatan narkotika, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Peran Satuan Narkoba Polres Klaten Dalam Pemberantasan Dan 

Penanggulangan Kejahatan Narkotika. 
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(2) Faktor Penyebab Kendala Yang Dihadapi Satuan Narkoba Dalam Upaya 

Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum 

Polres Klaten. 

 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah didasarkan pada fakta-fakta yang 

ada dan didasarkan atas penanganan kejahatan narkotika yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Klaten. Mengingat bahwa keberhasilan-keberhasilan atas 

penanganan kasus Narkoba yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Klaten, 

selalu dihadapkan pada fenomena-fenomena baru seiring dengan terjadinya 

berbagai perubahan pola kehidupan sosial masyarakatnya. 

Agar tujuan penelitian dapat tercapai dan permasalahan yang akan dibahas 

menjadi lebih terarah, maka perlu dilakukan identifikasi dan spesifikasi masalah 

yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

 (1) Bagaimanakah Peran Satuan Narkoba Polres Klaten Dalam Pemberantasan 

Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Yang Terjadi di Wilayah Hukum 

Polres Klaten ? 

 (2) Faktor Penyebab Kendala Yang Dihadapi Satuan Narkoba Dalam Upaya 

Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum 

Polres Klaten ? 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu pada perumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Tujuan Obyektif 

 (1) Mengetahui Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam upaya 

pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum 

Polres Klaten. 

 (2) Untuk mengetahui faktor penyebab kendala-kendala yang dialami 

Satuan Narkoba Polres Klaten dalam upaya pemberantasan dan 

penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten. 

1.4.2 Tujuan Subyektif 

 Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis terhadap teori-teori dan 

peraturan hukum yang diterima selama menempuh kuliah guna mengatasi 

masalah yang terjadi di masyarakat. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini, diharapkan 

nantinya akan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 (1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada 

khususnya. 
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 (2) Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan pemberantasan dan 

penanggulangan kejahatan narkotika oleh Kepolisian Resort (Polres) Klaten. 

 (3) Memberikan informasi tentang Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam 

mengumpulkan informasi, menangkap dan menangani kejahatan narkotika di 

wilayah hukum Polres Klaten. 

 (4) Memberikan gambaran-gambaran secara umum untuk menjadi acuan bagi 

penelitian sejenis di masa mendatang. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 (1) Dapat memberikan Informasi yang berkaitan dengan Peran Satuan Narkoba 

Polres Klaten, agar dapat berguna bagi masyarakat serta instansi terkait 

lainnya. 

 (2) Dapat memberi masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak yang 

berwenang dalam rangka penentuan kebijakan pemberantasan dan 

penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort 

(Polres) Klaten. 

 (3) Bagi Perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan 

publik utama terkait dengan Peran Satuan Narkoba Polisi Republik Indonesia 

dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika yang terjadi di 

Indonesia. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya 

ilmiah. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan 
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mudah memahami skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yaitu: 

Bagian awal skripsi, Bagian isi skripsi; dan Bagian akhir skripsi. 

(1) Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian isi skripsi terdiri dari lima Bab, yaitu: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Merupakan rincian yang menguraikan latar belakang, perumusan  

dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan; 

Bab2 : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konsepsional 

Berisi tentang Landasan Teori, berisi tentang teori yang 

memperkuat penelitian seperti teori bekerjanya hukum dan hal–

hal yang berkenaan dengan itu. Bab ini secara umum berisikan 

Penelaahan Pustaka dan Kerangka Berpikir. Penelaahan Pustaka 

terdiri dari (1) Satuan Narkoba Polri; (2) Pengertian Tindak 

Pidana; (3) Pengertian Narkoba dan Dampak Yang Ditimbulkan; 

(4) Tinjauan Hukum Tentang Narkotika; (5) Teori Bekerjanya 

Hukum; (6) Peranan Dalam Perspektif Teori. 

Bab 3 : Metode Penelitian 

Berisi tentang uraian (1) Dasar Penelitian; (2) Jenis Penelitian; (3) 

Lokasi Penelitian; (4) Fokus Penelitian; (5) Sumber Data; (6) 
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Teknik Pengumpulan Data; (7) Keabsahan Data; (8) Metode 

Analisis Data; (9) Prosedur Penelitian; (10) Kerangka Berfikir. 

 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini merupakan laporan hasil penelitian beserta 

pembahasannya, yang mengaitkan dengan penelaahan pustaka. 

Pada Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai: 1. 

Peran Satuan Narkoba Polres Klaten Dalam Pemberantasan Dan 

Penanggulangan Kejahatan Narkotika 2. Faktor Penyebab 

Kendala Yang Dihadapi Satuan Narkoba Dalam Upaya 

Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di 

Wilayah Hukum Polres Klaten;  

Bab 5 : Penutup 

Simpulan dalam bab ini berisi sejalan dengan rumusan masalah, 

tujuan, dan merupakan ringkasan hasil penelitian dan 

pembahasannya. Sedangkan saran berisi rekomendasi-

rekomendasi dari penulis yang disesuaikan dengan karakteristik 

kajian permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. 

(3) Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. 

Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan 

keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA 

KONSEPSIONAL 

 

2.1 Satuan Narkoba Polri 

Untuk mengungkapkan suatu kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres 

Klaten sangatlah ditentukan oleh kemampuan operasional anggota, baik 

penyelidikan maupun penyidikan dengan menggunakan teknik dan taktik 

pengungkapan kejahatan narkotika. Kemampuan operasional dalam proses 

penegakkan hukum terhadap kejahatan narkotika meliputi kemampuan 

penyelidikan (penerapan teknik observasi dan surveillance, undercover-buy, dan 

controlled delivery), kemampuan penyidikan (pengolahan tempat kejadian 

perkara, penangkapan tersangka, pemanggilan tersangka/saksi, penggeledahan, 

pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penahanan dan pemberkasan perkara). 

Dibentuknya Satuan Narkoba Polres Klaten sesuai dengan Undang-undang 

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum 

adalah bertujuan sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

mempunyai tugas pokok antara lain : 

(1) Sebagai Pengayom Masyarakat; 

(2) Sebagai Pelindung Masyarakat; 

(3) Pembimbing dan Pelayan Masyarakat; 

(4) Sebagai Penegak Hukum. 



15 

 

Dibentuknya Satuan Narkoba Polres Klaten sesuai Keputusan KaPolri No. 

Pol.: Kep / 366 / VI / 2010 tanggal 14 Juni 2010 dan Peraturan KaPolri nomor : 

Perkap / 23 / 2010. Kemudian sesuai dengan Keputusan KaPolri No. Pol. : 

Kep/07/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Kep KaPolri No. Pol. : 

Kep/54/X/2002 Organisasi dan Tata kerja tingkat Polres (Lamp C) Struktur 

Organisasi Satuan Narkoba adalah : 

(1). Kasat Narkoba 

(a) Memimpin, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penanganan 

kasus-kasus kejahatan narkotika di lingkungan Polres; 

(b) Melakukan pembinaan sumber daya di lingkungan Satuan Narkoba dalam 

rangka efektifitas pelaksanaan tugas; 

(c) Melaksanakan koordinasi baik ke luar maupun ke dalam di lingkungan Satuan 

Narkoba dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas.; 

(d) Satuan Narkoba dipimpin oleh Kasat Narkoba bertanggung jawab yang kepada 

Kapolres. 

(2). Kanit I Narkotika 

(a) Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika; 

(b) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan 

operasional di lapangan dalam rangka keberhasilan tugas; 

(c) Bertanggungjawab atas jalannya proses penyidikan perkara termasuk 

pelaksanaan gelar perkara; 

(d) Mengkaji dan menganalisis perkara dalam rangka mengungkap jaringan 

narkotika; 
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(e) Melakukan pembinaan satuan unit operasional di lingkungan unit narkotika; 

(f) Unit Narkotika dipimpin oleh Kepala Unit Narkotika yang bertanggung jawab 

kepada Kasat Narkoba.  

(3). Kanit II Psikotropika 

(a) Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan 

Psikotropika; 

(b) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan 

operasional di lapangan dalam rangka keberhasilan; 

(c) Bertanggungjawab atas jalannya proses penyidikan perkara termasuk 

pelaksanaan gelar perkara; 

(d) Mengkaji dan menganalisis perkara dalam rangka mengungkap jaringan 

Psikotropika; 

(e) Melakukan pembinaan satuan unit operasional di lingkungan unit Psikotropika. 

(4). Kanit BINLUH 

Kanit Binluh dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan 

hasilnya dilaporkan kepada Kasat Narkoba 

(a) Bertugas menangani pembinaan atau penyuluhan Narkoba dalam rangka 

pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba antara lain : 

a) Pembinaan : 

i. Melaksanakan koordinasi dengan panti rehabilitasi; 

ii. Memberikan arahan kepada orang tua tersangka/keluarga tersangka; 

iii. Menyiapkan administrasi tersangka/ korban Narkoba yang akan dikirim ke 

tempat rehabilitasi. 
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b) Penyuluhan  

Melakukan penyuluhan terhadap remaja, masyarakat/warga, tokoh 

masyarakat serta pelajar/ mahasiswa. 

Koordinasi yang dilaksanakan untuk penegakkan hukum kejahatan 

narkotika pada saat ini masih belum optimal, diantaranya, secara internal, 

koordinasi dengan fungsi-fungsi lain, baik fungsi reskrim maupun fungsi Intel 

berjalan lancar. Namun demikian, Peran fungsi intel dalam mendukung tugas-

tugas Subbag Reskrim Polres Klaten dan Satuan Narkoba belum maksimal dalam 

mendukung pengungkapan dalam kasus kejahatan narkotika, khususnya dalam 

rangka untuk memberikan informasi tentang jaringan sindikat kejahatan dan 

penyalahgunaan narkotika. Sehingga keberhasilan dalam pengungkapan oleh 

Satuan Narkoba tidak mendapatkan feed back dari fungsi intel/fungsi lain dan 

garis teknik fungsional dari tingkat Polres sampai pada tingkat Polsek belum 

maksimal sebagaimana yang diharapkan. 

Sedangkan secara eksternal, koordinasi dengan aparat penegak hukum 

lainnya dalam rangka Criminal Justice System telah berjalan dengan baik, namun 

dalam hal-hal tertentu masih perlu untuk ditingkatkan, koordinasi dengan penyidik 

pegawai negeri sipil (Balai POM) dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika 

telah berjalan cukup baik, akan tetapi pelaksanaan pembinaan belum berjalan dengan 

lancar, masih kurangnya koordinasi dengan unsur Kejaksaan, sehingga berkas 

perkara sering dikembalikan dari Kejaksaan dan tidak ada arahan yang jelas serta 

adanya putusan/vonis hakim dalam sidang kasus Narkoba yang menjatuhkan 

hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman yang sangat ringan. 
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Pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika 

dilaksanakan oleh reserse Polres Klaten adalah sebagai berikut : 

 (1) Penyelidikan 

Penyelidikan yang dilakukan oleh petugas banyak dibantu oleh 

masyarakat dengan dasar informasi yang telah diberikan oleh masyarakat kepada 

petugas. Dalam memberikan informasi, masyarakat tidak perlu takut karena setiap 

masyarakat yang memberikan informasi wajib untuk dilindungi keamanan dan 

perlindungan oleh petugas (dasar Pasal 54 Undang-undang  No. 5 tahun 1997 

yang mengatur tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 

tentang Narkotika). 

 

 (2) Penyidikan 

Dalam penyidikan kejahatan narkotika peran serta masyarakatpun sangat 

diperlukan, sebagai contoh sering dalam proses penindakan suatu kejahatan 

narkotika, petugas selalu meminta bantuan dari masyarakat untuk menyaksikan 

setiap langkah yang diambil untuk dapat menangkap para tersangka dan 

menemukan barang bukti yang disembunyikan oleh para tersangka disuatu tempat 

(diatur dalam KUHAP Pasal 33). Hal ini dilakukan dengan tujuan apa yang 

dilakukan oleh petugas adalah benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan dibenarkan dengan dasar kesaksian dari masyarakat yang menyaksikan. 

Sasaran pengawasan dan pengendalian dalam proses penyidikan oleh 

pimpinan kesatuan yaitu oleh Kapolres dan Kasat Narkoba Polres Klaten adalah 

dengan melakukan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap 
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semua kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika karena hal 

tersebut merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan pada setiap 

proses penanganan penegakan hukum kejahatan narkotika, mulai dari 

penyelidikan, penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara. 

Selain itu juga melakukan upaya pengendalian pelaksanaan taktik dan 

teknik penyidikan perkara kejahatan narkotika, melakukan upaya peningkatan 

pengawasan dan pengendalian terhadap prosedur administrasi penyidikan dan 

proses penanganan perkara, pengendalian jangka waktu penahanan terhadap 

tersangka sesuai ketentuan kewenangan bagi penyidik yang telah diatur di dalam 

KUHAP, dan terhadap perkara yang sedang disidik agar proses penyidikannya 

berjalan cepat, tepat dan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku. 

Tugas pokok dan fungsi reserse Polri (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Bintara Polri : 2004) adalah : 

 (1) Tugas Pokok 

Tugas pokok Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan 

koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lainnya. 

 (2) Fungsi Reserse 

Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan 

dengan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan kejahatan sesuai 

dengan Undang-undang yang berlaku, koordinator PPNS dan Pengelolaan 

Informasi Kriminil (PIK). 

Pola penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian : 
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(a) Pre-empitif 

Upaya pre-empitif yang dilakukan adalah beberapa kegiatan-kegiatan edukatif 

dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong 

dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif krimonogen dari kejahatan 

tersebut.  Jumlah Sasaran yang hendak dicapai adalah terbinanya dan tercapainya 

suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari ectasy dan narkotika. 

(b) Preventif 

 (1) Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

 (2) Mencegah kebocoran pada jalur resmi; 

 (3) Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur 

gelap dengan mengawasi pantai-pantai dan pintu masuk menuju negara 

Indonesia lainnya; 

 (4) Mencegah secara langsung peredaran gelap ectasy dan narkotika di dalam 

negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata 

rantai perdagangan gelap baik tingkat nasional, regional maupun internasional. 

(c) Represif 

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam usaha represif, adalah : 

 (1) Memutuskan jalur peredaran gelap obat terlarang. 

 (2) Mengungkapkan jaringan sindikat. 

 (3) Mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan ectasy 

dan narkotika. 
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(d) Treatment dan Rehabilitasi 

Treatment dan rehabilitasi adalah merupakan usaha untuk menolong, 

merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan obat terlarang dalam lembaga 

tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke lingkungan 

masyarakat atau dapat belajar dan bekerja dengan layak. 

 

2.2 Tindak Pidana 

2.2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. 

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah 

perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau verbrechen atau misdaad) atau secara 

kriminologis” (Sudarto, 2002 : 40). Menurut Moeljatno (1993 : 9) menyatakan 

istilah “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana 

dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial”. Menurut Utrecht dalam 

(Rusli Effendy, 1986 : 251) mengemukakan : “Peristiwa pidana itu meliputi suatu 

perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 

perbuatan atau melalaikan)”. 

Komariah E Sapardjaja (www.hukumonline.com, 8 Juli, pukul 20.00 WIB) 

mengatakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi 

perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan 

itu”. Sementara itu Van Hammel dalam (Rusli Effendy, 1986 : 48) memberikan 

rumusan sebagai berikut adalah “Kelakuan orang yang dirumuskan dalam dan 
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dilakukan dengan kesalahan”. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, strafbaarfeit 

itu terdiri dari kata feit yang dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu 

kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar berarti 

dapat dihukum hingga secara harfiah kata strafbaarfeit dapat diterjemahkan 

sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Pompe, 

“Strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma 

yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” (Lamintang, 

1997 : 207).  

“Simons (Lamintang, 1997 : 185) telah merumuskan strafbaarfeit 
sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang 
dapat dipertanggungjawabkan; berhubungan dengan kesalahan;  
atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. 
 
Unsur-unsur yang dapat dikatakan suatu tindak pidana (Moeljatno), yaitu : 

(1) Adanya perbuatan; 

(2) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, yaitu bahwa perbuatan 

tersebut harus masuk dalam ruangan Pasal atau perbuatan tersebut harus 

mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana disebutkan dalam undang-undang; 

(3) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat 

melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan 

dengan undang-undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan 

tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga 

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat; 
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(4) Kemampuan bertanggung jawab, Seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika 

ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang lain 

yang secara normal dapat menentukan kehendaknya sendiri; 

(5) Adanya kesalahan, yaitu ada / tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan 

tindak pidana atau ada / tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati 

waspada) dari seseorang untuk melaksanakan tindak pidana; dan 

(6) Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. 

Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan 

dengan hukum tetapi tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam 

keadaan berat lawan atau keadaan yang memaksa (overmacht), melaksanakan 

undang-undang (teruitvoering van een wattelijk voorshrift), bela diri 

(noodweer), melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah 

(ambeteliljk bevel). 

Menurut D. Simons adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari suatu 

tindak pidana : 

Yang disebut unsur obyektif ialah : 

(1) Perbuatan orang; 

(2) Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan itu; 

(3) Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. 

Sedangkan unsur subyektif adalah ; 

(1) Orang yang mampu bertanggung jawab; 

(2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). 
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Ada dua pandangan mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana (syarat 

pemidanaan), yaitu : 

(1) Pandangan Monistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau perbuatan 

pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Para 

ahli yang berpendapat demikian tidak memisahkan antara unsur adanya 

perbuatan, adanya unsur pemenuhan rumusan undang-undang, dan unsur sifat 

melawan hukum sebagai perbuatan pidana dengan unsur kemampuan 

bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan, dan unsur alasan penghapus 

pidana sebagai pertanggungjawaban pidana; 

(2) Pandangan Dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan pidana 

dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika hanya ada unsur perbuatan 

yang memenuhi rumusan undang-undang serta melawan hukum saja maka 

sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat 

dipidana. 

2.2.2 Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran 

Dalam WvS Belanda (1886), telah terdapat pembagian tindak pidana 

antara kejahatan dan pelanggaran, yang berdasar asas ordinantie dioper ke dalam 

WvS Hindia Belanda (1918), atau saat ini disebut sebagai KUHP. Sebelum WvS 

tahun 1886, di Belanda dikenal adanya tiga jenis tindak pidana, yaitu misdaden 

(kejahatan), wan bedrijven (perbuatan tercela), dan overtredingen (pelanggaran), 

yang mendapat pengaruh dari Code Penal Perancis (1810), yang membedakan 

tindak pidana kedalam tiga jenis yaitu crime (kejahatan), delits (perbuatan 

tercela), dan contravention (pelanggaran). 
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Pembagian antara kejahatan dan pelanggaran yang pada awalnya adalah 

satu bagian dari suatu tindak pidana, didasarkan pada awalnya didalam 

masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah 

tercela dan pantas untuk di pidana. Menurut Simons menyebut kejahatan dengan 

istilah rechtdelicten, dan menyebut istilah pelanggaran dengan wetsdelichten 

(Simons, 1992 : 138 dalam Moeljatno, 2002 : 8). 

Unsur-unsur kejahatan secara umum, meliputi : 

(1) Harus ada sesuatu perbuatan manusia 

Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indoensia, yang dapat 

dijadikan subjek hukum hanyalah manusia; 

(2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan 

pidana; 

(3) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat; 

Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) 

diperlukan adanya kesadaran bertanggungjawab, adanya hubungan pengaruh 

dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat 

melepaskan diri dari pertanggungjawaban. 

(4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; 

Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-

undang itulah perbuatan melawan hukum. Ada tiga penafsiran tentang istilah 

melawan hukum. Simons mengatakan melawan hukum artinya bertentang 

dengan hukum, bukan saja dengan hukum subjektif juga hukum objektif. 

Pompe memperluas lagi dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 
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Menurut anggapan Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak 

orang lain. Sedang menurut Hoge Raad, Arrest 18-12-1911 W 9263 negeri 

Belanda bahwa melawan hukum berarti tanpa wewenang atau tanpa hak. 

(5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman  hukuman di dalam undang-

undang. 

Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum 

diatur oleh Undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan 

tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan “NULLUM DELICTUM, 

NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI”. Azas ini telah diletakkan 

pada Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, 

melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang 

terdahulu daripada perbuatan itu”. 

 

2.3 Pengertian Narkoba dan Dampak Yang Ditimbulkan 

2.3.1 Pengertian, Sifat dan Jenis Narkoba 

Narkotika tetap menjadi masalah serius dibelahan dunia manapun, di 

negara miskin, negara berkembang bahkan di negara maju. Banyak kasus 

narkotika yang susah diselesaikan, untuk melakukan pencegahan terhadap 

narkotika kita harus memulainya dari diri kita sendiri, Pengertian narkotika 

menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 

(1), adalah :  

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
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rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-
Undang ini.” 

 
Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), adalah sifat pada narkotika 

yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat 

menghentikannya. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian), adalah 

sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu 

dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut 

dosis pemakain yang semakin tinggi.  

“Daya habitual (kebiasaan), adalah sifat pada narkotika yang 
membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan 
terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari rindu 
(seeking), sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang 
sudah sembuh kelak bisa kambuh (relapse) dan memakai kembali. 
Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika 
tidak bisa lepas dari cengkeramannya”.(Partodiharjo, 2006: 11). 
 

Menurut Farmakologi, Narkoba termasuk zat atau obat yang bekerja 

disusunan saraf. Narkoba dibagi menjadi: 

(1) Narkotika 

(a) Ganja 

Di masyarakat ganja sering dikenal dengan kata Cimeng, Hashish, 

Marijuana, Marihuana, Grass, Rumput. Ganja yang dikonsumsi dapat berbentuk 

minyak (cannabis), balok (hanshis), atau hasil pengeringan (marijuana), dan juga 

dapat dikonsumsi dengan cara dimakan seperti campuran ke dalam masakan atau 

di hisap bersama tembakau sebagai asap rokok. Ganja yang dikonsumsi diperoleh 

dari tanaman Canabis Sativa atau Cannabis Indica dan hidupnya di daerah tropis 
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dan beriklim sedang serta ganja mengandung Terahydrocannabinoc (THC), gejala 

dari pemakai ganja tersebut akan perasaan gembira, peningkatan rasa percaya diri, 

perasaan santai dan merasa sejahtera. 

Efek psikologis pada pemakaian ganja yang kronis akan mengakibatkan: 

(1) Sindrom amotivasional; 

(2) Pengguna jadi tidak memikirkan masa depan; 

(3) Kehilangan semangat untuk bersaing; 

(4) Kemampuan baca, menghitung dan berbicara jadi berkurang; 

(5) Perkembangan kemampuan dan keterampilan sosialnya terhambat; 

(6) Tidak bereaksi jika dipanggil; 

(7) Percaya pada hal-hal yang berbau mistik. 

Efek pada fisik pada pemakaian ganja yang kronis akan mengakibatkan : 

(1) Mabuk; 

(2) Mata merah; 

(3) Midriasis; 

(4) Ganggunan fungsi paru-paru, jantung, otak, sumsum tulang, organ reproduksi. 

(b) Opioda 

Segolongan adalah segolongan zat, baik yang alamiah, semi sintetik, 

sintetik khasiat pengobatan sebagai analgetik. Opioda terbagi dalam 3 golongan: 

(1) Opioda Alamiah Contohnya : Opium, Morfin, Kokain, tebain; 

(2) Opioda Semisintetik Contohnya: Heroin dan Hirommorfon; 

(3) Opioda Sintetik Contohnya : Meperidin, Profoksifen, Levervonal, Levaloffan. 
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Sifat dan Karakteristik Opioda: Analgetik, hipnotik dan eufori (pamakaian 

yang berkurang akan menyebabkan toleransi dan adiksi) toleransi muncul 

tergantung pada pola pemakaiannya, dosis berkala akan menimbulkan efek 

analgetik dan euphoria. Dosis tinggi secara terus menerus akan menyebabkan 

toleransi cepat timbul, pemakaian secara kronis dapat menimbulkan toleransi 

silang, Jika pengguna sudah merasakan ketergantungan jika diberhentikan secara 

tiba-tiba akan menyebabkan Witrdrawai Syndrom atau sakau. 

Morfin berefek depresi pernafasan sehingga dalam dosis besar akan 

menyebabkan kematian, spasme perut, muka merah rasa gatal pada hidung, dan 

konstipasi penggunaan morfin menyebabkan aligori, penekanan GnH sehingga 

menyebabkan gangguan haid dan impotensi pada pria, hiposalivasi, seluruh badan 

menjadi hangat, anggota badan terasa berat, euphoria, hilangnya defresi, 

mengantuk, tertidur dan mimpi yang indah, dan penurunan konsentrasi. 

(c) Heroin  

Di masyarakat sering dikenal dengan nama Hero, Smack, Scag, H-Junk, 

Geratau Horse. Heroin (Diamorphine) adalah candu yang berasal dari opium 

Poppy (Papaver somniferum), berbentuk putih. Meskipun heroin dapat dihisap 

disedot atau disuntikan candu merupakan analgetik yang yang efektif dengan 

pengaruh sedatif, menekan sistem saraf memperlambat pernafasan, detak jantung 

dan menekan refleks batuk, mengurangi peristaltik usus, vasoilidatasi, tanda 

khusus dari pemakai heroin adalah Miosis.  

Efek psikologisnya adalah bebas dari rasa sakit, tegang diikuti rasa senang, 

pusing, hangat dan keinginan bersuka ria, kalau pemakainya berhenti secara tiba-
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tiba akan tampak gejala miosis, goose flesh, flushing hidung dan berair, menguap, 

berkeringat mual-mual muntah rasa sakit pada otot, tulang dan persendian. 

(d) Kokain 

Di masyarakat dikenal dengan nama Coke, Soju, permen hidung, charley. 

Efek psikologinya akan timbul darah tinggi, miosis, vasokontriksi lokal, etrbius 

sesaat, anoreksi dan insomnia. jika sudah kronis gejalanya kelelahan, masalah 

pencernaan, aritmia dan libido menurun. 

Gejala pemakaian kokain yang kronis akan mengakibatkan: 

(1) Mood yang berubah; 

(2) Logorhea; 

(3) Euphoria; 

(4) Turunya berat badan. 

(2) PSIKOTROPIKA 

Suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang 

berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan pada khas mental dan perilaku. 

Zat - zat yang tergolong psikotropika adalah: 

(1) Stimulansia 

(a) Ampetamin 

Dikenal dengan nama speed, shabu-shabu, whiz dan sulp, dokonsumsi 

secara titelan, dihisap dengan menggunakan suntikan gejala pemakaian amfetamin 

adalah tenaga bertambah, perasaan berkuasa, kemampuan konsentrasi meningkat. 

Efek pada tubuh berupa detak jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering 
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dapat menahan lapar dan tidak mudah mengantuk. Pengguna ampfetamin biasanya 

persaaan hati gampang berubah, gelisah, mudah marah, logerhea, bimbang dan 

tegang yang dapat mengarah ke tingkat psikotik, yang ditandai dengan paranoid, 

mengkhayal, dan berhalusinasi 

(b) Extacy 

Dikenal dengan nama E.Xtc, Doves, New York. Bentuk dan warnanya 

sangat beragam, tergantung pada kadar kemurniannya mulai dari tablet warna 

coklat dan putih, kapsul merah muda, kuning atau bening. Dikonsumsi secara 

ditelan onsel terjadi selama 30-60 menit mencapai puncak dalam 2-4 jam, efek 

extacy dalam tubuh berupa berkeringat, mulut kering, kelebihan tenaga dan 

kehilangan nafsu makan. Efek psikologis berupa perasaan santai, gembira, hangat, 

bertenaga meriah dan menggambarkan suatu perasaan saling mengerti semama 

pengguna Jika dikonsumsi dengan dosis tinggi akan menyebabkan pengalaman 

yang buruk, rasa panik, bingung tidak tidur, Psikosis. 

(c) Halusinogen 

Merupakan obat dan zat yang dapat mengubah perasaan dan pikiran, zat 

yang paling sering digunakan adalah LSD dan jamur ajaib, obat lain seperti 

meskalin, PCP dan ketamin,  

(d) Jamur ajaib 

Dikenal dengan nama Mushies atau Mushroom, berwarna coklat gelap, 

tumbuh liar. Dimusim gugur ditanah yang tidak terpelihara. Dikonsumsi secara 

dimakan, dimasak, dicampur dalam teh atau dikeringkan. Bahaya terbesar adalah 

keracunan, lama onset sekitar 30-60 menit lama pemakaian 2-6 jam hilang dalam 
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12 jam. Efek psikologis detak jantung dan tekanan darah meningkat, disertai 

dengan miosis gangguan penglihatan, pendengaran dan gerakan yang dirasakan 

seakan–akan terbang dan memungkinkan adanya pengalaman gaib perasaan 

terpisah dari tubuh umum bisa terjadi euphoria bisa tegang. Penderita akan 

tampak gelisah tidak dapat berkonsentrasi dan dapat tidak sadar terhadap keadaan 

sekitarnya. 

2.3.2 Dampak dan Penanggulangan Narkoba dalam Perspektif 

Konseptual 

2.3.2.1 Dampak Penggunaan Narkoba 

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan  narkotika, antara lain : 

(1) Terhadap Pribadi / Individu : 

(a) Narkotika mampu mengubah kepribadian si korban secara 

drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan 

terhadap apapun ataupun siapapun; 

(b) Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya 

seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana tidur dan 

sebagainya; 

(c) Semangat belajar menjadi menurun dan suatu ketika bisa saja si 

korban bersikap seperti orang gila (reaksi dari penggunaan narkotika 

tersebut); 

(d) Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena 

pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, terhadap adat, budaya dan 
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ketentuan agama sudah demikian longgar, bahkan kadang-kadang pupus sama 

sekali; 

(e) Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan 

rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius; 

(f) Menjadi pemalas bahkan hidup santai. 

(2) Terhadap Keluarga 

(a) Tidak segan mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang 

rumah yang bisa diuangkan; 

(b) Tidak segan lagi menjaga sopan santun dirumah bahkan 

melawan kepada orang tua; 

(c) Kurang menghargai milik yang ada dirumah, seperti 

mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama 

sekali; 

(d) Mencemarkan nama keluarganya. 

(3) Terhadap Masyarakat 

(a) Berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja 

bagi diri yang berbuat melainkan mendapatkan hukuman masyarakat yang 

berkepentingan; 

(b)Mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli atau 

mendapatkan narkotika; 

(c)Menggangu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermontor 

dengan kecepatan tinggi; 
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(d)Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain 

tidak menyesal apabila berbuat kesalahan. 

(4) Terhadap Bangsa dan Negara 

(a)Akibat dari penyalahgunaan narkotika adalah rusaknya generasi muda sebagai 

pewaris bangsa dan seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi 

dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional; 

(b)Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta tanah air yang pada gilirannya 

mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang akan menjadi 

ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas nasional. 

2.3.2.2 Penanggulangan Narkoba dalam Perspektif Konseptual 

Dari sisi medis, Narkoba memang dilegalkan dan hanya digunakan untuk 

keperluan medis dan memiliki nilai positif. Tapi bila digunakan diluar keperluan 

medis, Narkoba membawa dampak negatif dan membahayakan bagi para 

pemakainya. Penyalahgunaan Narkoba diluar kepentingan medis sesungguhnya 

perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu para produsen, pengedar dan 

jaringannya, dan pemakainya harus ditindak tegas secara hukum. Untuk 

penanggulangan penyalahgunaan Narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan 

komprenhensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. 

Penanggulangan harus dilakukan bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh non 

pemerintah penanggulangan pada upaya  Demand reduction and supply reduction  

secara simultan, sinkron, koordinatif, kontinyu dengan perangkat hukum 

memadai. Adapun tindakan yang dapat dilakukan, adalah : 

 (1) Preventif 
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(a) Pendidikan Agama sejak dini; 

(b) Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian 

dan kasih sayang; 

(c) Menjalin komunikasi yang konstruktif antara orang tua dan anak; 

(d) Orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak; 

(e) Anak-anak diberikan pengetahuan sedini mungkin tentang Narkoba, jenis, 

dan dampak negatifnya. 

 (2) Tindakkan Hukum 

Dukungan semua pihak dalam pemberlakuan Undang-Undang dan 

peraturan disertai tindakkan nyata demi keselamatan generasi muda penerus dan 

pewaris bangsa. Sayangnya KUHP belum mengatur tentang penyalahgunaan 

Narkoba, kecuali Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  

 (3) Rehabilitasi 

Didirikan pusat-pusat rehabilitasi berupa rumah sakit atau ruang rumah 

sakit secara khusus untuk mereka yang telah menderita ketergantungan. 

Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa alternatif penanggulangan yang dapat 

kami tawarkan : 

(a) Mengingat penyalahgunaan Narkoba adalah masalah global, maka 

penanggulangannya harus dilakukan melalui kerja sama international; 

(b) Penanggulangan secara nasional, yang teramat penting adalah pelaksanaan 

hukum yang tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Kemudian menanggulangi 

masalah Narkoba harus dilakukan secara terintegrasi antara aparat keamanan 
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(Polisi, TNI AD, AL, AU) hakim, jaksa, imigrasi, diknas, semua 

dinas/instansi mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Khusus untuk 

penanggulangan Narkoba di sekolah agar kerja sama yang baik antara orang 

tua dan guru diaktifkan. Artinya guru bertugas mengawasi para siswa selama 

jam belajar di sekolah dan orang tua bertugas mengawasi anak-anak mereka 

di rumah dan di luar rumah. Temuan para guru dan orang tua agar 

dikomunikasikan dengan baik dan dipecahkan bersama, dan dicari upaya 

preventif penanggulangan Narkoba ini dikalangan siswa SLTP dan SLTA; 

(c) Polisi dan aparat terkait agar secara rutin melakukan razia mendadak terhadap 

berbagai diskotik, karaoke dan tempat-tempat lain yang mencurigakan 

sebagai tempat transaksi Narkoba. Demikian juga merazia para penumpang 

pesawat, kapal laut dan kendaraan darat yang masuk, baik secara rutin 

maupun secara insidental; 

(d) Pihak Kementrian Kesehatan bekerjasama dengan POLRI untuk menerbitkan 

sebuah booklet yang berisikan tentang berbagai hal yang terkait dengan 

Narkoba. Misalnya apakah Narkoba itu, apa saja yang digolongkan kedalam 

Narkoba, bahayanya, kenapa orang mengkomsumsi Narkoba, tanda-tanda 

yang harus diketahui pada orang-orang pemakai Narkoba cara melakukan 

upaya preventif terhadap Narkoba. Disamping itu melakukan penyuluhan ke 

sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan berbagai instansi tentang bahaya dan 

dampak negatif dari Narkoba. Mantan pemakai Narkoba yang sudah sadar 

perlu dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan seperti itu agar masyarakat 
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langsung mengerti tentang latar belakang dan akibat mengkomsumsi 

Narkoba; 

(e) Kerja sama dengan tokoh-tokoh agama perlu dieffektifkan kembali untuk 

membina iman dan rohani para umatnya agar dalam setiap ceramah para 

tokoh agama selalu mengingatkan tentang bahaya Narkoba; 

(f) Seperti di negara-negara maju di dunia, misalnya pemerintah sudah memiliki 

komitmen untuk memerangi Narkoba. Karena sasaran Narkoba adalah anak-

anak usia 12-20 tahun, maka solusi yang ditawarkan adalah komunikasi yang 

harmonis dan terbuka antara orang tua dan anak-anak mereka. Booklet 

tentang Narkoba tersebut dibagi-bagikan secara gratis kepada semua orang 

dan dikirin lewat pos ke alamat-alamat rumah, aparteman, hotel, sekolah-

sekolah dan lain-lain. Sehubungan dengan kasus ini, maka keluarga adalah 

kunci utama yang sangat menentukan terlibat atau tidaknya anak-anak pada 

Narkoba. Oleh sebab itu komunikasi antara orang tua dan anak-anak harus 

diefektifkan dan dibudayakan. 

Menurut G.P Hoefnagels  dalam bukunya (Nawawi Arief, 2005: 42), 

Upaya Penanggulangan Kejahatan dapat ditempuh dengan: 

 (1) Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

 (2) Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment); dan 

 (3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat media massa (influencing views of society on crime and 

punisment/massa media). 
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Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat 

dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal 

(bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P Hoefnagels di atas, upaya-

upaya yang disebut dalam angka 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya 

non penal. Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif 

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur 

non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkakalan/ 

pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, 

karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif 

dalam arti luas. 

 

2.4 Tinjauan Hukum Tentang Narkoba 

Di Indonesia telah diatur peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika diantaranya peraturan perundang-

undangan tersebut adalah : 

(1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika; 

(2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 

(3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Narkotika pada hakekatnya merupakan permasalahan yang berkaitan 

dengan persoalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu keadaan sejahtera dari 

badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 
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sosial dan ekonomis. Apabila narkotika disalahgunakan dapat menimbulkan 

penderitaan bagi pemakai dan lingkungan masyarakatnya serta sekaligus akan 

menjadi beban sosial. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah 

penggunaan secara melanggar hukum, atau penggunaan diluar tujuan pengobatan 

atau tanpa pengawasan dokter yang berwenang atau penggunaan diluar tujuan 

ilmiah. 

Narkotika itu sendiri diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. Contoh : Shabu, Ganja, Heroin / putauw, 

Morphine. 

Menyadari arti pentingnya Peran kesehatan dalam upaya memajukan 

kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia maka perhatian terhadap 

pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang 

pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia (Undang-undang Kesehatan No. 36 

Tahun 2009). Selanjutnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil spiritual maka dipandang perlu 

untuk dibentuk adanya Undang-undang baru tentang Narkotika dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

(1) Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan 

makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
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undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai 

salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus 

menerus termasuk derajat kesehatannya; 

(2) Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya 

peningkatan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan 

ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan 

disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; 

(3) Bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat 

dibidang atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 

apabila dipergunakan tanpa pengendalian pengawasan yang ketat dan seksama; 

(4) Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, 

mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan 

yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan sangat besar bagi 

kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional 

Indonesia; 

(5) Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan 

menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, 

sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang No. 

35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Berat ringan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang tergantung pada 

banyak faktor (Partodiharjo, 2006: 119-120), antara lain : 

 (1) Jenis Narkoba; 

 (2) Jumlah Narkoba; 

 (3) Peran (Bandar, Pengedar, Pemakai); 

 (4) Lama terlibat; 

 (5) Luasnya pengaruh akibat pelanggaran dan lain-lain. 

Berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka kemudian telah 

diaturlah hak dan kewajiban aparat pemerintah mulai dari perangkat hukum, 

kepolisian sampai dengan peran serta masyarakat. Dan untuk lebih menjamin 

keefektifitasan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan 

sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkotika dengan tetap 

memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait antara lain Undang-undang tentang hukum acara pidana, 

kesehatan, kepolisian, kepabannan, psikotropika dan pertahanan keamanan. 

Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum 

narkotika dan psikotropika adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, yang mana di dalam Undang-undang ini terdapat 155 Pasal. Selain itu 

juga Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang disahkan 

untuk dapat menambah dan memperkuat penegakan hukum tentang kejahatan 

narkotika dan Psikotropika tersebut. 
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 Rumusan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

tidak mengatur bahwa tindak pidana yang diaturnya adalah tindakan yang 

dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111-134 

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi tidak perlu 

disanksikan lagi bahwa tindak pidana di dalam Undang-undang tersebut adalah 

kejahatan. Alasannya adalah narkotika diperbolehkan hanya untuk kepentingan 

pengobatan dan ilmu pengetahuan, menyimpang dari hal itu adalah merupakan 

kejahatan. Ketentuan pidana di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika diatu dalam BAB XV dapat dikelompokan dari segi bentuk 

perbuatannya menjadi sebagai berikut : 

 (1) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika; 

 (2) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika; 

 (3) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit Narkoba; 

 (4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika; 

 (5) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika; 

 (6) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; 

 (7) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika; 

 (8) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika; 

 (9) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika; 

 (10) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkotika); 

 (11) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga (dalam kasus 

narkotika). 
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Ada beberapa macam kejahatan narkotika dan Psikotropika yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, antara lain: 

Undang tentang narkotika mengkualifikasikan sanksi pidana penjara 

paling lama pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 

(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

Terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 

dalam bentuk tanaman (Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika), 

 Kemudian bagi yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)113. Dan bagi yang menawarkan 

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah), diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 



44 

 

 Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menjelaskan tentang Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 Untuk Narkotika golongan III diatur dalam Pasal 122 ayat (1) “Setiap 

orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, 

atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. 

 Menyangkut tentang perbuatan tidak melaporkan adanya penyalahgunaan 

atau kepemilikan psikotropika secara tidak sah, sebagaimana dalam Pasal 65 

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  sebagai berikut ” Barang 

siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau kepemilikan 

psikotropika secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat 

(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).” Terhadap 

pengungkapan identitas pelapor dalam perkara psikotropika, telah diatur pada 

Pasal 66 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa “ Saksi 

dan orang lain yang bersangkutan dalam perkara psikotropika yang sedang dalam 

pemeriksaan di dalam persidangan yang menyebut nama, alamat, atau hal-hal 
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yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 

ayat (1), dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 tahun”. 

 Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tanpa hak dan melawan 

hukum melakukan kejahatan psikotropika tentunya berbeda dengan perbuatan 

yang dilakukan berdasarkan permufakatan jahat berupa bersekongkol atau 

bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, 

menganjurkan atau turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu 

kejahatan Narkotika maupun Psikotropika maka hukumannya ditambah sepertiga 

pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. 

 

2.5 Teori Bekerjanya Hukum 

Menurut pendapat Hoebel dalam Warassih ( 2005 :26 ), menyebutkan 

adanya empat fungsi dasar hukum, yaitu : 

(1) Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan 

menujukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan dan 

ada pula yang dilarang; 

(2) Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh 

melakukan paksaan serta siapa saja yang harus menaatinya dan sekaligus 

memilihkan sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.; 

(3) Menyelesaikan sengketa; 

(4) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-

kondisi kehidupan yang berubah yaitu dengan cara merumuskan kembali 

hubungan esensial antara anggota-angota masyarakat. 
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Pengertian sistem sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, antara 

lain Bertalanffy dan Kennecth Building (dalam Warassih, 2005 : 29), ternyata 

mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap hukum, terutama berkaitan 

dengan aspek : (1) Keintegrasian, (2) Keteraturan, (3) Keutuhan, (4) 

Keterorganisasian, (5) Keterhubungan Komponen satu sama lain. Selanjutnya 

Shorde dan Voich menambahkan pula bahwa selain syarat sebagaimana tersebut, 

sistim ini juga harus berorientasi kepada tujuan. 

Untuk mengatur adanya sistem hukum maka terdapat asas yang 

dinamakan Principles of Legality, sebagai berikut : 

(1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud 

disini adalah bahwa hukum tidak boleh mengandung sekedar keputusan-

keputusan yang bersifat ad hoc; 

(2) Peraturan-peraturan yang telah di buat itu harus diumumkan; 

(3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang 

demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi 

pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti 

merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang 

akan datang; 

(4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang biasa dimengerti; 

(5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan 

satu sama lain; 

(6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang 

dilakukan; 
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(7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering megubah peraturan sehingga 

menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi; 

(8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 

pelaksanaanya sehari-hari (Fuller dalam Warassih, 2005 : 24) 

Sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun 

dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur; (2) Substansi; (3) Kultur Hukum (Lawrence M. 

Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell 

Sage Foundation, 1975). Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, 

beserta aparatnya. Mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; Kejaksaan 

dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan 

pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, 

norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, 

termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-

opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun 

dari warga masyarakat. 

Berdasarkan pendapat tersebut, jika kita berbicara tentang sistem hukum, 

maka ketiga unsur tersebut harus bergerak secara bersama-sama, tidak mungkin kita 

kesampingkan atau, yang intinya adalah efektifitas hukum. Studi efektifitas hukum 

merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah 

yang besifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, 

secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action), atau 

dengan hukum dalam teori (law in theory), dengan perkataan lain, kegiatan ini akan 

memperlihatkan kaitan antara law in book and law in action (Satjipto, 2000 : 19).  



48 

 

 

2.6  Peranan dalam Perspektif Teori 

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan peranan. Peranan mencakup 3 (tiga) hal (Soekanto, 2002 : 243), 

yaitu :  

(1) Peranan meliputi, norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan; 

(2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi; 

(3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Teori peran (rhole theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 

berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran 

berawal dari dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi.  

            Dalam ketiga bidang ilmu tersebut istilah “peran” diambil dari dunia 

teater. Posisi seorang actor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan 

dengan posisi seseorang dalam masyarakat.  Bahwa perilaku yang diharapkan 

daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan 

adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau actor tersebut. 
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            Dalam teorinya Briddle & Thomas dalam teori-teori psikolofi sosial Prof. 

Dr. Sarlito Wirawan membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat 

golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut : 

(1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; 

(2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 

(3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku; 

(4) Kaitan antara orang dan perilaku. 

Menurut Briddle & Thomas dalam teori-teori psikolofi sosial *Prof. Dr. 

Sarlito Wirawan ada 5 istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran :  

(1) Expectation (harapan) : harapan tentang peran adlah harapan-harapan orang 

lain (pada umumnya) tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya 

ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu; 

(2) Norma : menurut Sechord & Backman (1964) “norma” hanya merupakan 

salah satu bentuk “harapan”; 

(3) Wujud perilaku dan peran; 

(4) Penilaian dan sanksi 

Sechord & Backman dan Briddle & Thomas memberikan definisi yang 

saling melengkapi tentang kedudukan atau posisi. Dari keduanya dapat 

disimpulkan bahwa kedudukan adlah sekumpulan orsng yang secara bersama-

sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain 

berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sam-sama 

mereka perbuat, dan reaksi orang lain terhadap mereka bersama. 
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Dengan demikian ada 3 faktor yang mendasari penempatan seseorang 

dalam posisi tertentu. 

Pertama, sifat sifat yang dimiliki bersama, seperti jenis kelamin, suku 

bangsa, usia, atau ketiganya sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar 

kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam 

kedudukan itu. 

Faktor kedua adalah perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku 

jahat), olahragawan atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinici lagi sehingga kita 

memperoleh kedudukan yang lebih tebatas, misalnya penjahat bias diperinci lagi 

ke dalam pencopet (perilaku kejahatannya adalah mencopet), pembunuh, pencuri, 

pemerkosa,dsb. 

Faktor ketiga adalah reaksi orang lain terhadap mereka. Contoh yang 

klasik adalah “kambing hitam”. Reaksi orang terhadap kelompok yang 

dikambinghitamkan akan sama saja terlepas dari sifat-sifat dan perilaku kambing 

hitam itu. Kedudukan-kedudukan kambing hitam itu selanjutnya dapat diperinci 

ke dalam kedudukan-kedudukan yang lebih khusus, misalnya kambing hitam 

politik atau kambing hitam sosial. 

Peran adalah konsep sentral dalam teori peran. Banyak ditemukan 

berbagai definisi tentang peran. Menurut Briddle & Thomas kebannyakan definisi 

itu menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi 

perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validasi tinggi 

serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka memerlukan suatu 

metode penelitian yang memberikan pedoman serta arah yang jelas dalam 

memahami obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini akan dapat 

berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Adapun menurut (Setiono, 2002 : 1) dikatakan “Metode pada dasarnya merupakan 

alat untuk mencari jawaban”. Jadi untuk menggunakan suatu metode sebelumnya 

harus mengetahui dulu terhadap apa yang akan dicari. Sejalan dengan pemikiran 

itu Soerjono Soekanto (Soekanto, 1986: 50) mengatakan: “Metode adalah 

merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi 

sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan”. Selanjutnya dikatakan, penelitian 

pada hakekatnya adalah merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan 

yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi 

kehidupan. (Soekanto 1986: 51). Artinya penelitian ini adalah kajian untuk 

melihat realitas sosial atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dari sudut 

pandang hukum, di mana hukum mengatur ketentuan mengenai apa yang 

seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. 
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3.2 Jenis Penelitian 

Dalam prakteknya, penelitian akan meliputi kegiatan mengumpulkan, 

menyusun, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan data untuk memecahkan 

masalah yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang 

dimaksud adalah tindakan yang terstruktur dan sistematik dan bersifat ilmiah 

melalui kegiatan menemukan dan mengolah data untuk mencapai tujuan 

penelitian. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai 

pedoman, karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam 

penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor 

yang dimaksud “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati” (Moleong, 2007 : 4)”.  

Jenis penelitian kualitatif dipilih karena tipikal penelitian ini adalah 

penelitian hukum terapan dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya 

secara holistik 

“Menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila 
berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menggunakan 
secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. 
Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan 
banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai 
yang dihadapi” (Moleong, 2007: 9). 
 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (sosio-legal 

approach). Pendekatan secara yuridis adalah mencakup penelitian terhadap azas-

azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan 
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perbandingan hukum, sedangkan pendekatan sosiologis berarti penelitian ini akan 

mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum. 

Artinya penelitian ini adalah kajian untuk melihat realitas sosial atau 

kenyataan yang hidup dalam masyarakat dari sudut pandang hukum, dimana hukum 

mengatur ketentuan mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. 

 

3.4 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti tentang Peran Satuan Narkoba 

dalam menangani kejahatan narkotika adalah di Polres Klaten. Peneliti mengambil 

lokasi penelitian di Polres Klaten karena, di wilayah tersebut Kepolisian Resort 

Klaten sering menggelar adanya operasi yang mana sering sekali menangkap dan 

mengungkap kasus kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten. Disamping 

itu karena Polres Klaten terletak diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta 

yang diindikasikan adalah tempat transit peredaran Narkoba tingkat Internasional, 

maka di dalamnya terdapat hal hal unik dalam metode pengungkapan jaringan 

Narkoba tingkat Internasional tersebut. 

 

3.5 Fokus Penelitian 

  Menurut Moleong (2007: 97) “Fokus pada dasarnya adalah masalah yang 

bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber 

dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”.  

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah: 
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 (1) Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam pemberantasan dan 

penanggulangan kejahatan narkotika. 

 (2) Faktor penyebab kendala-kendala yang timbul dalam pemberantasan dan 

penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten. 

 

3.6 Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” 

(Moleong, 2007: 157). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 (1) Data Primer 

Maman Rachman (1997:77) ”penelitian disamping perlu menggunakan 

metode yang tepat juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpul data yang 

relevan agar memungkinkan diperoleh data yang objektif”. 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, 

yaitu di Polres Klaten melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 

narasumber yang berasal dari bagian Satuan Narkoba Polres Klaten. 

 (2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu 

melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku, referensi, peraturan 

perundang-undanganan, laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang peneliti teliti.  

Arikunto (2002:107) ”untuk memperoleh sumber data sekunder  penulis 

menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dokumen pribadi, dan 

dokumen resmi’’.  

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data penelitian, akan dilakukan dengan menggunakan 

beberapa teknik sebagai berikut : 

(1) Wawancara 

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara”(Fathoni, 2006 : 105). 

Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak–pihak yang terkait 

tentang bagaimana Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam menangani dan 

menanggulangi kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten.serta para 

pihak yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada 

peneliti terutama Kasat Narkoba Polres Klaten beserta jajarannya mengenai tugas 

pokok dan fungsi serta Perannya dalam pemberantasan dan penanggulangan 

kejahatan narkotika di Kabupaten Klaten . 

(2) Observasi 

“Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran” (Fathoni, 2006 : 104). 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan pengamatan terkontrol yang 

dilakukan langsung di kantor Satuan Narkoba yang terletak di Polres Klaten serta 
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mengadakan penyuluhan tentang bahaya penggunaan Narkoba di SMA Negeri 1 

Trucuk dengan tema ” Narkoba Dan Bahayanya Serta Kenakalan Remaja”. 

(3) Dokumentasi dan Studi Pustaka 

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

dokumen resmi, baik internal berupa Undang-undang, Keputusan, memo, 

pengumuman, instruksi, edaran dan lain-lain, maupun eksternal berupa 

pernyataan, majalah resmi dan berita resmi. Sedangkan studi pustaka adalah 

“teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, pendapat dan teori 

yang berkembang” (Hidayat, 2010: 14). 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita acara 

pemeriksaan di Kepolisian tentang penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten 

tahun 2009 s/d 2011. Dokumen-dokumen diatas digunakan untuk memperoleh data 

dan pengertian bagaimana Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam memberantas 

dan menanggulangi kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten. 

 

3.8 Keabsahan Data 

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. “Teknik 

keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu 

kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian” (Moleong, 2004:324). 

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di lapangan 

diperlukan teknik sebagai berikut: 

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 
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sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2004:330). Triangulasi yang 

digunakan antara lain sebagai berikut : 

 (1) Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

 (2) Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu 

mengurangi bias dalam pengumpulan data. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan 

sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk 

membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang 

digunakan dalam penelitian ini. Berarti diperlukan format wawancara atau  

protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam 

metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang 

penelitian ini. Triangulasi dengan sumber data dapat ditempuh dengan jalan 

sebagai berikut : 

 (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang  

dikatakan secara pribadi. 

 (3) Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

 (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang yang 

berpendidikan, orang yang berbeda 
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 (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Bagan triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 
Bagan 3.1 Triangulasi Data (Sumber : Moleong, 2000:178) 

 

3.9 Metode Analisis Data 

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori-kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan dan 

dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data” (Moleong, 

2002:103). Setelah semua data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka, 

wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, selanjutnya perlu dianalisa untuk 

memecahkan masalah yang diteliti. “Proses analisis data dimulai dengan 

menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” (Moleong 1990: 190).” 

Metode analisa yang peneliti gunakan dalam penuelitian ini adalah metode 

diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa untuk memperoleh suatu gambaran 

singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka 
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statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan 

kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.  

Menurut Menurut Milles dan Huberman dalam (Rachman, 1999:120). 

Langkah-langkah dalam model analisis interaktif adalah sebagai berikut : 

 (1) Pengumpulan data 

Pengumpulan data yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan 

terhadap jenis dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian data-data 

tersebut dicatat. 

 (2) Reduksi data 

Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi 

kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk mempermudah peneliti di 

dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. 

 (3) Sajian Data 

”Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

 (4) Verifikasi data atau kesimpulan 

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi diteliti oleh peneliti guna 

mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha mencari pola, hubungan 

serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil yang diperoleh peneliti membuat 

kesimpulan kemudian diverifikasi. 

Secara skematis proses pengumpulan data dan verifikasi dapat 

digambarkan dalam tabel di bawah ini :  
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Gambar 3.2. Model Analisis Interaktif 

 

3.10 Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti membagi kegiatan penelitian dalam tiga 

tahap, yaitu tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap pembuatan laporan 

penelitian. 

 (1) Tahap Pra Penelitian  

 Pada tahap ini peneliti membuat rencana skripsi, surat izin penelitian dan 

mempersiapkan perlengkapan penelitian, instrumen dan lain-lain. 

 (2) Tahap Penelitian 

 Proses penelitian diawali dengan mengumpulkan data baik yang berupa 

data primer maupun data sekunder. Data primer tersebut diperoleh melalui 

wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literatur 

maupun data penunjang yang lain. Kemudian data primer dan data sekunder 

tersebut diperiksa keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu 

pengecekkan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang satu dengan 

Reduksi data

Penarikan 
kesimpulan / 

verifikasi 

Pengumpulan data Penyajian data 
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data yang lainnya. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

kejelasan terhadap masalah yang diteliti. 

 (3) Tahap Pembuatan Laporan Penelitian 

 Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis 

kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya 

menghasilkan suatu laporan penelitian yang disusun secara sistematis. 

3.11 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gb. 2.1 Kerangka Berfikir 
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 Gambar kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa Peran penegak 

hukum (Kepolisian) khususnya Satuan Narkotika Polres Klaten, dapat dijabarkan 

dalam variabel aspek moral, aspek keterampilan dan aspek transparansi. Budaya 

hukum masyarakat, tergambar dalam variabel pelaku kejahatan narkotika, yang 

dijabarkan dalam variabel hak dan kewajiban masyarakat, meliputi : 

Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum 

masing-masing, Informasi dari masyarakat sangat penting dan merupakan awal 

adanya tindakan penyelidikan dalam pemberantasan kejahatan narkotika, 

penerapan sanksi dilakukan apabila telah memenuhi dari unsur-unsur kejahatan 

itu diberlakukan kepada pelaku kejahatan dan bagi masyarakat yang tidak 

melaporkan tentang terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

 Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, pemberantasan peredaran gelap 

narkotika merupakan salah satu ukuran dari efisiensi dan efektifitas hukum. Ada 

empat dasar yang harus dipahami dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia, 

yakni : 

(1) Pertama adalah substansi hukum yang bersifat simbolis yang tertuang 

didalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni bersifat pencegahan 

terhadap kejahatan, juga bersifat pemberantasan kejahatan sehingga dibutuhkan 

peran serta masyarakat; 

(2) Kedua adalah Peran struktur penegak hukum (Kepolisian) dalam hal ini 

adalah Satuan Narkoba di wilayah hukum masing-masing karena satuan inilah 

yang berperan langsung dalam pengungkapan dan pemberantasan 
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permasalahan narkotika yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia pada umumnya dan di wilayah hukum Polres Klaten pada 

khususnya, karena itu adalah merupakan tugas dan kewenangan satuan ini 

dalam struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia; 

(3) Ketiga adalah peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentang 

adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk itu dari pihak 

Kepolisian sendiri sangat memutuhkan informasi dari masyarakat karena 

dengan adanya informasi tersebut maka kerja dari Satuan Narkoba dapat lebih 

cepat dalam mendapatkan informasi dan segera melakukan penyidikan dan 

apabila terbukti langsung melakukan penangkapan, sehingga tidak sampai 

menjalar dan mempengatruhi masyarakat lainnya; 

(4) Keempat adalah penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika 

yang apabila benar-benar terbukti melakukan kejahatan tersebut, dan untuk 

masyarakat yang tidak melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika 

dapat pula diberikan sanksi yang tegas. Berdasarkan penelitian terhadap 

keempat variabel diatas, dapat dibuktikan variabel terberantasnya peredaran 

narkotika yang efektif, akan dapat menjawab rumusan masalah tentang Peran 

Satuan Narkoba dalam menangani kejahatan narkotika. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Peran Satuan Narkoba Polres Klaten Dalam Pemberantasan 

Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika 
 

Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkotika, karena 

banyak yang menganggap penanganan permasalahan narkotika di Indonesia masih 

sangat longgar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Banyak negara-

negara di dunia sudah mulai memperketat penanganan dalam permasalahan 

narkotika ini, sedangkan penanganan di Indonesia itu sendiri tergolong masih 

biasa-biasa saja. Untuk itu pemerintah membentuk suatu badan dari Kepolisian 

yaitu Satuan Narkoba untuk menangani permasalahan narkotika yang kini telah 

merambah di  seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan ketentuan yang ditetapkan oleh badan koordinasi yang dibentuk 

oleh Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Badan Narkotika 

Nasional dan Satuan Narkoba) dalam pemberantasan dan penanggulangan 

kejahatan narkotika membuktikan bahwa pemerintah telah mengupayakan dengan 

efektif upaya untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap narkotika.  

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta 

peningkatan upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika, maka 

pemerintah menetapkan berbagai ketentuan diantaranya adalah Undang-undang 
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No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pengertian narkotika menurut 

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : 

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” 
 
Untuk mengatasi permasalahan narkotika tersebut tidak hanya 

membutuhkan kerjasama dari pemerintah dan kinerja aparatur penegak hukum 

saja, melainkan kinerja seluruh lapisan elemen masyarakat yang bekerjasama 

bahu-membahu membantu aparat penegak hukum (Satuan Narkoba) untuk 

memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika. Hal-hal yang dapat 

dilakukan masyarakat untuk membantu tugas dari Satuan Narkoba salah satunya 

adalah melaporkan ketika mengetahui adanya transaksi atau penggunaan 

narkotika yang ada di lingkungannya dan memberikan infomasi penting yang 

dapat digunakan Satuan Narkoba dalam rangka penanggulanggan dan 

pemberantasan narkotika. 

Kejahatan narkotika masuk ke dalam tindak pidana khusus sehingga 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuat aturan 

khusus bagi tahanan dan narapidana kasus narkotika. Tahanan dan narapidana 

kasus narkotika tidak dicampur dengan tahanan dan narapidana kasus lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tahanan dan narapidana dirumah tahanan 

dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Kota Klaten dapat disimpulkan bahwa 

penyalahgunaan Narkotika diawali dengan penggunaan coba-coba sekedar 

mengikuti teman, untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kelelahan, 



67 

 

ketegangan jiwa, stres atau sebagai hiburan menjadi ketergantungan bahkan 

menjadi pengedar dengan harapan dapat mengambil keuntungan sebanyak-

banyaknya. 

Penelitian ini di fokuskan pada unit Satuan Narkoba Polres Klaten. 

Kantor Satuan Narkoba Polres Klaten terletak di Jalan Diponegoro No. 27 

Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Sebelum dibentuknya Satuan Narkoba, 

segala hal yang berkaitan dengan narkotika ditangani oleh Satuan Reserse 

Kriminal Polres Klaten. Kemudian seiring dengan banyaknya kasus narkotika 

yang ada di Kabupaten Klaten dan untuk mengefektifkan kinerja dari satuan 

reserse kriminal itu sendiri yang wewenang dan tugasnya sudah sangat luas, maka 

di keluarkanlah Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep / 366 / VI / 2010 tanggal 14 

Juni 2010 tentang dan Peraturan KaPolri nomor : Perkap / 23 / 2010 tentang. 

Kemudian terbentuklah Satuan Narkoba Polres Klaten sebagai pemekaran dari 

Satuan Reserse Kriminal yang kewenangannya berada di bawah Kapolres. Satuan 

Narkoba Polres Klaten saat ini dipimpin oleh Bapak AKP. Y. RIYANTO, SH 

Satuan Narkoba di Polres Klaten dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba 

yang disingkat Kasat Narkoba. Satuan Narkoba Polres Klaten Memiliki 18 

personil yang terdiri dari 17 personil POLRI dan 1 personil PNS. Personil Satuan 

Narkoba memiliki tugas masing-masing, 1 orang personil PNS mempunyai tugas 

sebagai administrator, sedangkan personil POLRI dibagi kedalam 4 (empat) unit 

yaitu Kepala Urusan Operasi atau yang disingkat Kaur Binops, Kaur Mintu, 

Kepala Unit Penyelidikan dan penyidikan atau disingkat Kanit Idik. 
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Gambar 4.1 Struktur Hubungan Satuan Narkoba Polres Klaten dengan  
                    Instansi Lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Narkoba Polres Klaten 

 
Sumber: Satuan Narkoba Polres Klaten 
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Sesuai dengan Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep/07/I/2005, tanggal 31 

Januari 2005 tentang Perubahan Kep KaPolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tentang 

Organisasi dan Tata kerja tingkat Polres (Lamp C) Struktur Organisasi Satuan 

Narkoba adalah : 

(1). Kasat Narkoba 

(a) Memimpin, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penanganan 

kasus-kasus kejahatan narkotika di lingkungan Polres; 

(b) Melakukan pembinaan sumber daya di lingkungan Satuan Narkoba dalam 

rangka efektifitas pelaksanaan tugas; 

(c) Melaksanakan koordinasi baik ke luar maupun ke dalam di lingkungan Satuan 

Narkoba dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas.; 

(d) Satuan Narkoba dipimpin oleh Kasat Narkoba bertanggung jawab kepada 

Kapolres. 

(2). Kanit I Narkotika 

Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika; 

(a) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan 

operasional di lapangan dalam rangka keberhasilan tugas; 

(b) Bertanggungjawab atas jalannya proses penyidikan perkara termasuk 

pelaksanaan gelar perkara; 

(c) Mengkaji dan menganalisis perkara dalam rangka mengungkap jaringan 

narkotika; 

(d) Melakukan pembinaan satuan unit operasional di lingkungan unit narkotika; 
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(e) Unit Narkotika dipimpin oleh Ka Unit Narkotika yang bertanggung jawab 

kepada Kasat Narkoba.  

(3). Kanit II Psikotropika 

(a) Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan 

Psikotropika; 

(b) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan 

operasional di lapangan dalam rangka keberhasilan; 

(c) Bertanggungjawab atas jalannya proses penyidikan perkara termasuk 

pelaksanaan gelar perkara; 

(d) Mengkaji dan menganalisis perkara dalam rangka mengungkap jaringan 

Psikotropika; 

(e) Melakukan pembinaan satuan unit operasional di lingkungan unit 

Psikotropika. 

(4). Kanit BINLUH 

Kanit Binluh dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan 

hasilnya dilaporkan kepada Kasat Narkoba 

(a) Bertugas menangani pembinaan atau penyuluhan Narkoba dalam rangka 

pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba antara lain : 

(b) Pembinaan : 

i. Melaksanakan koordinasi dengan panti rehabilitasi; 

ii. Memberikan arahan kepada orang tua tersangka/ keluarga tersangka; 

iii. Menyiapkan administrasi tersangka/ korban Narkoba yang akan dikirim ke      

Rehabilitasi. 
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iv. Penyuluhan melakukan penyuluhan terhadap remaja, masyarakat/ warga, 

tokoh masyarakat serta pelajar/ mahasiswa. 

Satuan Narkoba Polres Klaten bekerjasama dengan instansi dalam 

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN), antara lain : 

 (1) Pengadilan Negeri mempunyai program kerja yaitu sebagai pengkoordinasian 

dalam hal proses persidangan dan pelaksanaan vonis hakim. Tugas 

pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum 

dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang diajukan (dituntut) 

kepadanya untuk diadili. Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam 

yang biasa disebut dengan kompetensi, yaitu sebagai berikut: 

(a) Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan 

mengadili (attributie van rechtsmacht) kepada suatu macam pengadilan 

(pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain atau dengan kata lain 

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu 

perkara sesuai dengan wilayah hukumnya..  

(b) Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan 

mengadili (distributie van rechtsmacht) diantara satu macam (pengadilan-

pengadilan negeri) atau dengan kata lain Kompetensi absolut adalah 

kewenangan pengadilan sesuai dengan objek atau materi atau pokok 

sengketanya. 

 (2) Kejaksaan Negeri Klaten mempunyai program kerja yaitu peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jaksa Penuntut Umum dalam 



72 

 

penanganan kasus Narkotika; menyebarluaskan kebijakan penanganan 

perkara melalui pengendalian rencana tuntutan; penyebarluasan sanksi hukum 

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui penyuluhan 

hukum dan penerangan hukum sebagai upaya pencegahan. 

 (3) Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Klaten mempunyai program kerja yaitu 

memutus jaringan peredaran gelap narkotika di dalam lembaga 

pemasyarakatan serta melakukan penyuluhan kepada penghuni lembaga 

pemasyarakatan. 

 (4) Pusat Laboratorium Forensik Cabang Klaten mempunyai program kerja yaitu 

tes laboratorium urine dan barang bukti. 

 (5) Badan Narkotika Kota mempunyai program kerja yaitu penjaringan dan 

rehabilitasi Narkoba bagi remaja; penyuluhan Narkoba bagi remaja dan 

masyarakat luas; konseling mengenai Narkoba; upaya peningkatan pelayanan 

kesehatan jiwa sebagai dampak penyalahgunaan Narkoba; peningkatan 

ketrampilan penanganan gawat darurat Narkoba bagi tenaga masyarakat. 

 (6) Dinas Kesehatan Kota Klaten mempunyai program kerja yaitu sosialisasi 

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) kepada petugas Rumah Sakit Umum dan Puskemas; mengirim 

narasumber pada penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN); melakukan penyembuhan korban Narkoba. 

 (7) BPOM kota Klaten mempunyai program kerja yaitu Pencegahan, 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

melalui peredaran obat dan makanan di Kabupaten Klaten. 
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Pembagian unit ini dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dalam 

menjalankan fungsi dan tugas Satuan Narkoba. Untuk mencapai kinerja yang 

optimal tentunya Satuan Narkoba mempunyai target atau sasaran yang ingin 

diwujudkan, hal tersebut disebut visi dan misi. Adapun visi yang ingin dicapai 

Polres Klaten adalah “terwujudnya postur Polri yang professional, bermoral, dan 

modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya 

dalam memelihara kamtibmas dan penegak hukum”. Sedangkan misi Polres 

Klaten adalah : 

 (1) Memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat 

(meliputi aspek security, safety, dan peace) sehingga masyarakat bebas dari 

gangguan baik fisik ataupun psikis; 

 (2) Memelihara kamtibmas sepanjang waktu di seluruh wilayah, serta 

memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di 

lingkungan masing-masing; 

 (3) Memelihara kamtibmas lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran 

arus orang dan barang; 

 (4) Mengembangkan Community Policing yang berbasis pada masyarakat patuh 

hukum; 

 (5) Mengembangkan hukum secara professional, objektif, transparan, dan 

akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. 

Upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Klaten untuk mengatasi 

masalah dibidang penegakan hukum dengan sifat represif. Di dalam bukunya 

(Partodiharjo, 2006:107), “represif adalah program penindakan terhadap produsen 
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bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum”. Program ini merupakan 

program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan 

produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong Narkotika. Selain itu, 

program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai 

pelanggaran undang-undang tentang Narkotika. Instansi yang bertanggungjawab 

terhadap distribusi, produksi, penyimpanan dan penyalahgunaan Narkoba adalah 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Departemen kesehatan, Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Jendral Imigrasi, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, Mahkamah 

Agung/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri. Sedangkan represif menurut G.P 

Hoefnagels dalam bukunya (Nawawi Arief, 2005: 42-43) adalah 

“penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi”. 

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai instuisi penegak 

hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur 

penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, 

penegak hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir Lembaga Pemasyarakatan. 

Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang berkaitan 

dengan tugas atau Perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau 

pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis 

dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialiasi) 

terpidana. 

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara 

penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau 
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criminal law enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau kebijakan 

penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua 

sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana 

non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). 

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada 

hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut 

berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan 

sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. 

Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan 

tujuan untuk kepentingan internalisasi. Keberadaan Undang-Undang Narkotika 

dan Undang-Undang Psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum 

pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan kejahatan narkotika dan 

psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskanya undang-undang 

tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika. 

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat 3 elemen 

penting yang mempengaruhi, yaitu: (1) Instuisi penegak hukum beserta berbagai 

perangkat sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja kelembagaannya; (2) 

Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan 

aparatnya, dan; (3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 

kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, 

baik hukum materiilnya maupun hukujm acaranya. Upaya penegakan hukum 

secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, 
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sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat di 

wujudkan secara nyata. 

Upaya penegakan hukum hanya dari satu elemen saja dari keseluruhan 

struktur hukum yang ada di negara kita dapat disimpulkan bahwa, hukum tidak 

mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri belum mencerminkan perasaan atau 

nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Selain itu juga pada dasarnya dalam 

penegakkan hukum penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan 

kejahatan yang sangat teroganisir rapi dalam melakukannya karena 

penyalahgunaan Narkoba ini bukan semata bagi para pemakainya saja bahkan 

jauh lebih besar lagi yaitu mengungkap bisnis peredaran narkotika dan 

psikotropika tingkat intenasinal yang ruang lingkupnya kini telah merambah 

wilayah Surakarta dan Yogyakarta. 

Di lain pihak tuntutan masyarakat akan profesionalisme kinerja lembaga 

dan aparatur pemerintah daerah semakin besar. Ketersediaan sarana pemerintahan 

yang masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

aparatur pemerintah daerah, belum efektifnya pelaksanaan sistem manajemen, 

belum optimalnya kinerja aparatur dalam fungsi pelayanan publik dan masih 

lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya koordinasi pelaksanaan 

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) semakin memperberat tugas untuk memerangi penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika. 

Tujuan dibentuknya Satuan Narkoba Polres Klaten adalah untuk 

meningkatkan koordinasi pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan 
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dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Hukum Polres Klaten. Dengan 

melihat kondisi di Kota Klaten serta masalah yang timbul akibat penyalahgunaan, 

peredaran gelap narkotika yang sangat memprihatinkan dan cenderung semakin 

meningkat serta berdasarkan kebijakan Satuan Narkoba Polres Klaten, maka 

diperlukan strategi-strategi pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen 

mayarakat yang bersatu padu dengan suatu gerakan bersama dalam Pencegahan, 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang 

intisarinya berkisar pada 3 (tiga) hal yaitu: pengurangan permintaan (demand 

reduction), pengawasan ketersediaan/pemasokan (supply control) dan pengurangan 

dampak buruk (harm reduction). 

Perlu juga diperhatikan dalam penanganan dan pemberantasan narkotika 

dan psikotropika bukan hanya pada tingkat penyidik, keterpaduan system 

peradilan pidana dapat mengatasi masalah yang menyangkut pemidanaan terhadap 

pelaku penyalahgunaan Narkoba yang berkaitan dengan proses penegakan hukum 

pidana. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotopika dan Undang-

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengkualifikasikan delik 

pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, Undang-undang tersebut 

hanya merumuskan delik pidana atas pernuatan penyalahgunaan Narkoba. Hal 

inilah yang menjadi kerangka Hakim di dalam memutus setiap perkara yang 

berkenaan dengan penyalahgunaan Narkoba tanpa mempertimbangkan rehabilitasi 

bagi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, untuk itu diperlukan 

keterpadauan sistem peradilan pidana. 
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Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan Narkoba tentunya harus 

didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik 

dalam KUHP ataupun Undang-undang khusus di luar KUHP).  

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pelaku (subyek 

hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana 

terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu pertanggungjawaban obyektif dan subyektif. Secara 

subyektif pelaku melakukan kejahatan menurut hukum yang berlaku (asas 

legalitas) dan secara subyektif pelaku patut dicela, dipersalahkan atau 

dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan yaitu (asas culpabilitas 

atau kesalahan) sehingga pelakunya patut untuk dipidana. 

Untuk lebih mengetahui Peran Satuan Narkoba dalam memberantas dan 

menanggulangi narkotika, maka peneliti melakukan wawancara dengan 

responden. Hasil dari wawancara tersebut adalah : 

(a) Kelompok  POLRI  unit  satuan  reserse  Narkoba  Polres Klaten (Responden I)  

Nama     : AKP Y. RIYANTO, SH 

Umur     : 45 tahun 

Jenis kelamin   : laki-laki  

Jabatan    : KASAT NARKOBA POLRES KLATEN 

Hari/tanggal/waktu  : Senin/18 Juli 2011/09.00 WIB 

Tempat   :  Kantor  satuan   Narkoba  Polres Klaten 

Responden pertama yang peneliti wawancara adalah AKP. Y. Riyanto, 

beliau adalah Kepala Satuan Narkoba Polres KLaten. Beliau telah bertugas selama 

6 tahun di unit Satuan Narkoba Polres Klaten, dan memegang jabatan sebagai 
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Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Bidang Operasi) selama 4 tahun dan sekarang 

beliau memegang jabatan Kasat Narkoba selama 2 Tahun. Polri melalui unit 

Satuan Narkoba memiliki fungsi dan tugas tersendiri. Fungsinya yaitu menjaga 

ketertiban, keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman terhadap 

masyarakat dengan cara menegakan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan 

dan penyidikan kejahatan narkotika dan obat berbahaya lainnya, termasuk 

penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban 

penyalahgunaan Narkoba. 

Satuan Narkoba tidak memiliki pembagian tugas yang jelas, artinya 

seluruh personil dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, razia bahkan 

penyuluhan. Selanjutnya responden menuturkan bahwa untuk mengefektifkan 

program kerja Satuan Narkoba, seluruh personil Satuan Narkoba dibagi kedalam 

empat unit yaitu Unit 1 Narkotika, unit II Psikotrofika, Unit III Baya, Dan Unit 

Binluh, masing-masing Unit dipimpin oleh seorang kepala Unit yang membawahi 

4-5 orang anggota. 

Berdasarkan pemaparan responden I, unit Satuan Narkoba melakukan 

beberapa upaya dengan tujuan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika 

dikalangan masyarakat. Adapun upaya unit Satuan Narkoba Polres Klaten untuk 

memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu sosialisasi/penyuluhan, razia, 

penindakan (penyelidikan, penyidikan, penangkapan). 

Pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya pertama yang dilakukan oleh unit 

Satuan Narkoba disama artikan dengan penyuluhan. Responden I menuturkan bahwa 
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sosialisasi lebih banyak dilaksanakan pada instansi atau lembaga pendidikan mulai 

dari sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah  Pertama (SMP), Sekolah Menengah 

Atas (SMA) hingga Perguruan Tinggi. Kami selalu mengadakan rapat evaluasi 

setelah melakukan sosialisasi kerena banyak sekali yang perlu dibahas mengingat isi 

materi sosialisasi yang dipaparkan apakah mengenai dari tujuan kami ataukah keluar 

dari tujuan sebelumnya. Materi sosialisasi biasanya mencakup pengenalan berbagai 

jenis, golongan Narkoba, bagaimana orang dapat terjerumus ke dalam 

penyalahgunaan Narkoba, bagaimana lingkungan orang yang biasanya meggunakan 

Narkoba, bahaya penyalahgunaan Narkoba khususnya narkotika dan konsekuensi 

hukuman bagi orang yang telah menyalahgunakan Narkoba. Secara keseluruhan 

materi sosialisasi mencakup hal-hal yang praktis saja, alasan responden memberikan 

materi yang bersifat praktis karena jika audience diberikan materi teori akan 

berdampak cepat bosan dan sulit untuk dicermati. 

Pemaparan materi sosialisasi hanya berkisar antara satu hingga dua jam, 

ada kalanya waktu ditentukan sesuai dengan permintaan. Penyampaian materi ada 

kalanya sangat singkat karena lembaga hanya menyediakan waktu yang sesingkat-

singkatnya, terpaksa kami memadatkan materi tersebut dengan waktu yang 

sesingkat-singkatnya tapi tetap mengutamakan pemahaman peserta sosialisasi. 

Berdasarkan penjelasan dari responden, umumnya dalam melakukan sosialisasi 

kami (Satuan Narkoba) membawa alat peraga atau sampel berbagai jenis Narkoba, 

untuk membuat sosialisasi lebih lagi menarik biasanya diadakan tanya jawab yang 

berkisar hingga 30 menit. 
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Menurut AKP. Y. Riyanto (responden I), biasanya sosialisasi dilaksanakan 

oleh saya sendiri. Setiap melaksanakan sosialisasi biasanya saya ditemani dua 

orang personil Satuan Narkoba. Seharusnya seluruh personil Satuan Narkoba 

memiliki pengetahuan yang lebih mengenai seluk-beluk berbagai jenis Narkoba 

termasuk narkotika, dan harus bisa jika ditunjuk untuk mengadakan sosialisasi. 

Hal tersebut sudah terwujud dengan baik karena personil Satuan Narkoba telah 

memiliki kemampuan individu yang mumpuni dalam bidang narkotika. Secara 

keseluruhan, tidak ada kendala yang berarti dalam melakukan sosialisasi, karena 

berdasarkan pengalaman selama melaksanakan sosialisasi seluruh audience selalu 

mendengarkan penjelasan dengan baik karena sebagian besar tertarik dengan 

materi yang akan diberikan. 

Upaya kedua yang dilakukan unit Satuan Narkoba adalah razia. Dalam 

satu periode intensitas razia tidak bisa ditentukan secara pasti. Hal itu tergantung 

dari keadaan lingkungan. Suatu saat jika sedang gencar, maka kami (Satuan 

Narkoba) selalu siap sedia untuk  mengadakan razia. Dalam melaksanakan razia 

biasanya dikerahkan seluruh personil yang dibantu oleh beberapa jajaran 

Kepolisian yang lain. 

Dalam melakukan razia unit Satuan Narkoba mengalami kendala yaitu 

kebocoran pelaksanaan razia. Untuk mengatasi dan mengantisipasi tingkat 

kebocoran yang tinggi, menurut AKP. Y. Riyanto (responden I) sering 

merahasiakan tempat pelaksanaan razia, hal itu dinilai dapat menghindari tingkat 

kebocoran.  
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Upaya ketiga yaitu penindakan. Penindakan dimulai dari proses 

penyelidikan dan penyidikan, yang diikuti oleh semua personil Polri unit Satuan 

Narkoba Polres Klaten. Proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan setiap 

hari oleh personil unit Satuan Narkoba sehingga di kantor Satuan Narkoba 

seringkali sepi. Untuk memperlancar pelaksanan program kerja, kami 

menggunakan kostum yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam 

kantorpun kami tidak menggunakan seragam seperti polisi pada umumnya, seperti 

yang anda lihat saya dan lainya hanya menggunakan kemeja putih dengan 

bawahan celana coklat. 

(b) Kelompok  POLRI  unit  satuan  reserse  Narkoba  Polres Klaten (Responden 

II)  

Nama     : IPDA ALEG IPANUDIN,SH 

Umur     : 30 tahun 

Jenis kelamin   : laki-laki  

Jabatan    : Anggota KAUR BIN OPS 

Hari/tanggal/waktu  : Senin/18 Juli 2011/09.30 WIB 

Tempat   : Kantor Satuan Narkoba Polres Klaten 

Ada perbedaan dalam khasiat dari obat jenis narkotika dengan obat jenis 

psikotrofika. Narkotika menimbulkan efek bahagia pada diri orang yang 

mengkonsumsinya, sedangkan psikotrofika efeknya tidak menimbulkan rasa lelah 

kepada orang yang mengkonsumsinya. Berdasarkan keterangan responden II jika 

orang yang sedang memiliki masalah, kemudian orang tersebut mengkonsumsi 

jenis narkotika  maka orang tersebut akan merasa senang/gembira, namun jika 
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orang tersebut menggunakan psikotropika orang tersebut akan bertambah kesal 

(BT) karena efek psikotropika menuntut orang yang mengkonsumsinya 

melakukan berbagai  aktifitas. Ciri-ciri orang yang menggunakan  narkotika dapat 

diketahui dari kebiasaannya mendengarkan musik. Orang yang menggunakan 

narkotika lebih suka mendengarkan musik yang slow. 

Unit Satuan Narkoba memiliki fungsi dan tugas tersendiri untuk 

menjalankan kewajibannya. Fungsi Polri khususnya unit Satuan Narkoba, yaitu 

menjaga ketertiban, keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman terhadap 

masyarakat dengan cara menegakan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan 

dan penyidikan kejahatan narkotika dan obat berbahaya lainnya, termasuk 

penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkotika. 

Proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus 

peyalahgunaan Narkoba bukan merupakan hal yang mudah, terkadang kita 

menemui kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala 

tersebut terjadi jika masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan 

yang baik kepada Polri. Adakalanya masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan 

menyembunyikan informasi saat kami mengadakan penyidikan. Kadang-kadang 

penyamaran kami sebagai masyarakat bisa langsung dicurigai sehingga sasaran 

langsung membubarkan diri. 

Tingkat keberhasilan dari upaya Polri dalam memberantas  penyalahgunaan 

narkotika dilihat dari banyaknya tersangka yang tertangkap dalam satu bulannya. 
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Menurut responden II, tersangka yang telah tertangkap dimasukkan ke dalam tahanan 

sementara yang berada tepat dibelakang kantor Polres Klaten. Kurungan sementara 

dimaksudkan untuk menunggu proses pemeriksaan barang bukti hingga pada 

akhirnya kasus dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dijatuhi hukuman. Selama 

dalam tahanan sementara tersangka yang tersangkut kasus Narkoba dipisahkan 

dengan tahanan lain yang tersangkut kasus kriminal biasa karena kejahatan narkotika 

adalah merupakan tindak pidana khusus. Selama dalam masa tahanan sementara para 

narapidana tidak melakukan kegiatan apapun selain mengikuti kegiatan olahraga, 

karena tahanan semantara tidak bertujuan untuk mengadakan pembinaan 

Menurut IPDA Aleg seluruh barang bukti diperiksa oleh tim medis dan 

Badan Pengawas Obat Dan Makanan (POM). Hasil pemeriksaan badan POM 

dapat diterima setelah 1 bulan terhitung sejak seluruh barang bukti dikirim ke 

kantor  Badan POM. Maka kurang lebih narapidana ditahan sekitar 2 bulan dalam  

tahanan sementara. Setelah barang bukti lolos pemeriksaan yang disertai Berita 

Acara Pemeriksaan (BAP) maka kasusnya dilimpahkan pada Kejaksaan, jika 

berita acara kurang lengkap maka berita acara dikembalikan kepada kita selaku 

penyidik untuk dilengkapi kembali, setelah lengkap berita acara tersebut 

kemudian dikirimkan kembali kepada Kejaksaan. 

Dengan dilimpahkannya kasus tersebut kepada Kejaksaan, menurut 

responden segala tugas dan tanggung jawab Polri telah dialihkan pula pada 

Kejaksaan serta memperoleh keputusan dalam persidangan. Narapidana yang 

telah mendapat vonis hukuman dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) 

Kota Klaten untuk mendapatkan pembinaan. 
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Proses penyelidikan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, ini 

tergambar dari pemaparan seluruh responden dalam melakukan penyelidikan  

diperlukan keahlian, kecakapan, dan ketepatan dari anggota Satuan Narkoba 

dalam menganalisis situasi dan kondisi lapangan. Untuk itu Polri dengan Satuan 

Narkoba mengerahkan seluruh personilnya untuk mengadakan penyelidikan. 

Adapun pendistribusian personil dibagi menjadi empat unit dimana masing-

masing unit terdiri dari 4-5 orang yang dipimpin oleh satu orang kepala unit. 

Baik responden I dan responden II (AKP. Y. Riyanto dan IPDA Aleg 

Ipanudin, S.H), mengungkapkan masing-masing unit setiap harinya mengadakan 

penyelidikan sesuai dengan pembagaian daerah yang telah disepakati. 

Penyelidikan dapat saja dimulai dengan dua cara, yang pertama  Satuan Narkoba 

sendiri yang mendapat informasi penyalahgunaan narkotika, kedua Satuan 

Narkoba mendapat pengaduan atau informasi dari masyarakat yang mengetahui 

adanya orang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan narkotika. Seperti 

yang diungkapkan oleh responden I dan II bahwa seluruh informasi yang datang 

ke kantor Satuan Narkoba diperiksa kebenarannya terlebih dahulu, untuk  

kelancaran proses penyelidikan. 

Berdasarkan pendapat dari responden I dan responden II (AKP. Y. 

Riyanto dan IPDA Aleg Ipanudin, S.H), penangkapan dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu: cara pertama penangkapan tanpa jebakan, artinya tersangka langsung 

tertangkap tangan saat menggunakan atau melakukan transaksi. Cara kedua 

dilakukan penjebakan, penjebakan dapat dilakukan  langsung oleh anggota Satuan 

Narkoba atau dapat juga dilakukan oleh informan. 
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Tingkat keberhasilan upaya Satuan Narkoba dalam memberantas 

penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Klaten semakin meningkat 

karena semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba seiring 

perkembangan jaman sekarang ini. Hal ini menuntut Polri dengan Satuan 

Narkobanya memiliki keterampilan yang tinggi dalam memberantas  dan 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika karena banyak hambatan yang dihadapi 

oleh Kepolisian. Keterampilan, kecerdikan dan ketepatan setiap personil 

Kepolisian khususnya Satuan Narkoba dalam menganalisis situasi dan kondisi di 

lapangan sangat mempengaruhi keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran, 

dan penyalahgunaan Narkoba. 

Berdasarkan hasil penelitian, dari sekian banyak responden seluruhnya 

memaparkan Satuan Narkoba memiliki tolak-ukur tersendiri dalam menentukan 

tingkat keberhasilan dari upaya yang telah dilakukannya, yang menjadi tolak-ukur 

POLRI dapat dilihat dari jumlah sindikat penyalahgunaan narkotika yang 

tertangkap dalam satu periode tertentu. Berdasarkan data dari responden 

menjelaskan alasan dari tolak ukur keberhasilan upaya Polri unit Satuan Narkoba 

dilihat dari banyaknya tersangka yang tertangkap. Responden I dan responden II 

(AKP. Y. Riyanto dan IPDA Aleg Ipanudin, S.H) mengungkapkan Unit Satuan 

Narkoba Polres Klaten pada umumnya paling sedikit dapat menangkap 3-4 orang 

penyalahguna narkotika dalam satu periode (1 bulan). Dalam satu periode tersebut 

unit reserse Narkoba dapat menangkap paling banyak 10 orang sesuai dengan 

daftar tanggal masuk tahanan sementara pada bulan Juni. Diantara beberapa 

responden ada pula yang mengungkapkan dalam satu bulan unit Satuan Narkoba 
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Polres Klaten dapat menjaring minimal lima orang tersangka, dan patokan 

maksimalnya tidak bisa ditentukan. 

(c) Kelompok  Penyalahguna / Pengedar (Responden III)  

Nama     : WIDODO PRASETYO al KOPRAL 

Umur     : 27 tahun 

Jenis kelamin   : laki-laki  

Jabatan    : Security 

Hari/tanggal/waktu  : Senin/18 Juli 2011/10.00 WIB 

Tempat   : Kantor Satuan Narkoba Polres Klaten 

WIDODO PRASETYO al KOPRAL, 27 tahun adalah warga Dk/Ds. 

Kraguman, Jogonalan, Klaten. Pada awalnya saya bukan pengedar hanya 

menggunakan untuk diri sendiri saja, maklum saya kerja sebagai security salah 

satu club malam di Klaten, saya tidak bisa menghindari barang tersebut, jika saya 

dalam keadaan bingung maka saya suka iseng-iseng minta beberapa linting ganja 

ke salah satu pengunjung, karena rasanya menenangkan maka semakim hari 

semakin banyak saya mengkonsumsinya. Romi telah berkeluarga, pendapatan 

saya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup  keluarga, ketika ditawari oleh 

pengunjung untuk menjadi perantara/kurir bisnis narkotika itu merupakan 

kesempatan saya untuk mendapatkan untung. Untung yang saya dapat tergantung 

jenis barang yang di jual, jika menjadi perantara ganja paling hanya Rp 50.000, 

kalau  mengantarkan morfin atau putaw keuntungannya agak besar bisa mencapai 

Rp. 100.000-200.000.  
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Keluarga saya tidak tahu kalau saya menjadi kurir obat-obatan terlarang, 

makanya keluarga saya kaget ketika saya ditangkap oleh polisi. Saya tertangkap 

dengan tuduhan tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan 

memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja dan didakwa melanggar 

Pasal 114 (1) dan Pasal 112 (1)  atau psl 127 (1) a Undang-undang No 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, barang bukti yang diamankan Selongsong peluru berisi 1 

paket sabu berat 0,4 gr, 1 kotak berisi 5 paket sabu berat 0,8 gr, 1 bungkus kertas 

berisi ganja berat 43,5 gr, 1 set alat hisap sabu. Saya tertangkap pada tanggal 17 

April 2010. Dan diputus oleh majelis hakim selama 4 th 6 bulan penjara denda 

800.000 ribu rupiah. Apabila saya bebas nanti saya tidak akan menjadi perantara 

bisnis Narkoba lagi. 

(d) Kelompok  Instansi di Luar Satuan Narkoba Polres Klaten (Responden IV) 

Nama    : Santun Simamora, S.H 

Umur    : 39 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki  

Jabatan   : Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Klaten 

Hari/tanggal/waktu : Senin/22 Agustus 2011/09.00 WIB 

Tempat  :  Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Klaten 

Responden keempat yang peneliti wawancara adalah Pak Simamora. 

Beliau adalah Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A di Kabupaten Klaten. 

Berdasarkan hasil wawancara, responden mengatakan bahwa peredaran narkotika 

di Kabupaten Klaten sudah mencapai tingkatan yang mengkhawatirkan karena 

Kabupaten Klaten bukan saja sebagai tujuan pemasaran narkotika tetapi 
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merupakan jalur penghubung antara Kotamadya Surakarta dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten yang telah 

dinyatakan P21 dari pihak Kepolisian (Satuan Narkoba) selanjutnya dilimpahkan 

ke Pengadilan untuk selanjutnya dilakukan proses persidangan. Menurut data dari 

responden saat ini sudah banyak kasus narkotika yang sudah di sidangkan di 

Pengadilan Negeri Kelas 1 A Klaten. 

Pengadilan adalah lembaga negara independent yang tidak dapat di 

intervensi oleh pihak manapun, karena Pengadilan Negeri adalah tempat netral 

dimana segala macam keputusan mengenai suatu permasalahan hukum dibuat. 

Menurut beliau dalam kebijakan kriminal (criminal policy), upaya 

penanggulangan dan pencegahan kejahatan perlu digunakan pendekatan integral, 

yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal adalah hukum 

pidana melalui kebijakan hukum pidana. Sementara sarana non penal adalah 

sarana non hukum pidana, yang dapat berupa kebijakan ekonomi, sosial, budaya, 

agama, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Upaya penanggulangan dan 

pencegahan kejahatan narkotika ini memerlukan pendekatan integral dikarenakan 

hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu-satunya sarana dalam upaya 

penanggulangan kejahatan narkotika yang begitu kompleks dan terjadi 

dimasyarakat. Berbagai upaya preventif dengan pendekatan agama, pendidikan, 

sosial budaya dan ekonomi perlu untuk dimaksimalkan dibandingkan pendekatan 

hukum, karena lebih bersifat represif. 

Kerjasama antara Pengadilan Negeri dan Kepolisian (Satuan Narkoba) 

Polres Klaten dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahata narkotika di 
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Kabupaten Klaten ditunjukan dengan adanya komunikasi intensif antara Hakim 

dengan Penyidik mengenai perkara-perkara yang telah masuk dalam persidangan. 

Hakim selalu meminta pertimbangan kasus  penyalahgunaan narkotika kepada 

penyidik (Satuan Narkoba) dalam hal pengambilan keputusan hakim dalam 

persidangan. Agar keputusan yang dihasilkan dalam suatu persidangan tersebut 

tepat guna dan tepat sasaran. 

Kinerja satuan Narkoba dengan upaya-upayanya berjuang keras 

memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika, didukung pula oleh 

Kejaksaan dan Pengadilan sebagai upaya hukum terahir. Melihat permasalahan 

narkotika cukup memprihatinkan. Sudah jadi trend hakim saat ini apabila 

menanggani permasalahan kasus narkotika adalah memberikan hukuman yang 

seberat-beratnya, tetapi hakim tetap menggunakan hati nurani dalam pengambilan 

keputusan. Apabila untuk pengguna ringan biasanya diputuskan untuk menjalani 

rehabilitasi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan upaya pemasyarakatan. 

Kemudian untuk pengedar sekaligus produsan biasanya diputuskan dengan 

hukuman penjara dan denda yang disesuaikan dengan barang haram yang terbukti 

di dalam persidangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah 

sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya pengguna narkotika 

dari semua kalangan dan peredaran narkotika yang terus meningkat di kota-kota 

besar. Tetapi di Kabupaten Klaten terjadi penurunan kasus secara signifikan 

dikarenakan usaha yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait sedikit banyak 

sudah membuahkan hasil yang positif. Perlu diberikan apresiasi khusus kepada 

segala pihak yang telah mendukung dan bahu-membahu dalam hal pemberantasan 
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dan penanggulangan narkotika di Kabupaten Klaten. Untuk instansi terkait baik 

Satuan Narkoba, Kejaksaan dan Pengadilan diharapkan semakin meningkatkan 

kinerjanya alam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika 

khususnya di wilayah hukum Polres Klaten. 

(e) Kelompok  Instansi di Luar Satuan Narkoba Polres Klaten (Responden V)  

Nama    : Hadi Prabowo 

Umur    : 35 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki  

Jabatan    : Ketua Ketua Umum Ikatan Alumni SMAN 2 (Ikamada)  

      Klaten 

Hari/tanggal/waktu  : Minggu/21 Agustus 2011/16.00 WIB 

Tempat   :  Alun-alun Klaten 

Responden kelima yang peneliti wawancara adalah Pak Hadi Prabowo. 

Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Alumni SMAN 2 Klaten (Ikamada). Beliau 

mengungkapkan jumlah pengguna Narkoba khususnya narkotika di Kabupaten 

Klaten dari tahun ke tahun meningkat tajam. Sebagian besar pengguna narkotika 

adalah dari kalangan pelajar tingkat SLTP hingga SLTA. Responden 

mengungkapkan bahwa peredaran narkotika biasanya terjadi di kantin-kantin 

sekolah. Responden menghimbau kepada sekolah-sekolah untuk mengawasi 

kantin sekolah. Kantin sekolah disinyalir sebagai pintu masuk peredaran Narkoba 

di kalangan pelajar di Kabupaten Klaten. 

Ikatan Alumni SMAN 2 Klaten (Ikamada) baru saja melakukan kegiatan 

Kampanye Pelajar Anti Narkoba di SMAN 2 Klaten, yang dilaksanakan pada hari 
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Rabu, 27 Juli 2011. Kampanye tersebut merupakan kerjasama antara SMAN 2 

Klaten, Pemkab Klaten, pihak Kepolisian dan DPC Gerakan Nasional Anti 

Narkoba (GRANAT) Klaten. Acara itu diikuti ratusan pelajar dari berbagai 

sekolah baik tingkat menengah pertama hingga menengah atas. Responden 

berpendapat bahwa kondisi saat ini harus disikapi dengan tegas oleh semua 

elemen masyarakat, bukan hanya dari aparat kepolisian saja, melainkan kerjasama 

antara seluruh elemen yang ada untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan 

narkotika yang ada di Kabupaten Klaten.  

Tindakan nyata perlu dilakukan untuk menekan jumlah pengguna 

Narkoba di Klaten. Misalnya dari Satuan Narkoba melakukan sweeping di 

sekolah-sekolah yang disinyalir sebagai tempat peredaran narkotika, kemudian 

dari Ikamada sendiri membantu Kepolisian dalam rangka melakukan peyuluhan 

dan sosialisasi kepada warga masyarakat dan sekolah-sekolah yang ada di 

Kabupaten Klaten Dan untuk masyarakat tugasnya adalah melaporkan apabila 

menemukan kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayahnya. Peredaran 

Narkoba khususnya narkotika harus kita berantas bersama-sama demi generasi 

muda bangsa Indonesia. 

Memberantas kejahatan narkotika menurut responden, menjadi tugas 

bersama dan salah satu cara yang efektif adalah dengan meningkatkan 

pengawasan aktivitas pergaulan para remaja dimulai dari lingkungan yang paling 

kecil yaitu lingkungan keluarga. Tak hanya para pelajar yang harus mencegah 

dirinya masuk dalam dunia Narkoba, namun peran serta sekolah sebagai tempat 

meraka mencari ilmu harus juga ikut mengawasi dan melakukan pembinaan 
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secara intensif. Acara yang dilakukan kemarin bertujuan supaya sekolah-sekolah 

dan para pelajar lebih berhati-hati terhadap peredaran narkotika di tingkat pelajar. 

Responden berpendapat bahwa terungkapnya kondisi tersebut 

diharapkan mampu menyadarkan semua kalangan masyarakat untuk bahu-

membahu memerangi kejahatan Narkoba. Karena pemberantasan kejatahan 

narkotika menjadi tugas bersama. Perlu adanya tindakan nyata untuk menekan 

peredaran narkotika di Kabupaten Klaten. Salah satunya dengan meningkatkan 

pengawasan terhadap aktivitas pergaulan anak-anak remaja terutama pelajar di 

Kabupaten Klaten. 

Saat ini data yang ada di Satuan Narkoba Polres Klaten sedikit sekali 

yang menyidik tentang penyalahgunaan narkotika tingkat pelajar. Padahal dari 

data Ikamada menunjukan adanya kenaikan penyalahgunaan narkotika tingkat 

pelajar. Kasat Narkoba, AKP Y. Riyanto menjelaskan bahwa hingga saat ini 

belum ada laporan yang masuk mengenai pengguna Narkoba khususnya narkotika 

di usia anak-anak atau pelajar. AKP. Y. Riyanto mengatakan bahwa belum ada 

yang laporan yang menunjukan adanya penyalahgunaan narkotika di tingkat 

pelajar, namun kami akan menindaklanjutinya. 

Permasalahan lain yang ada pada instansi pemerintahan semisal Hakim 

dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering sekali berbeda pendapat dalam 

pengambilan keputusan terkait dengan kasus Narkoba jenis narkotika di dalam 

persidangan sehingga JPU melakukan banding bahkan hingga sampai kasasi ke 

Mahkamah Agung (MA). Agar dalam pengambilan keputusan, hakim harus 

menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan mempertimbangkan secara jelas 
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unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan sehingga putusan yang diambil tidak 

menimbulkan permasalahan yang baru. Menurut responden hal-hal yang 

mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten adalah 

terlalu ringannya hukuman yang diterapkan di Indonesia bagi para pengedar, 

pemakai bahkan produsen narkotika  

Banyak yang menilai hukuman yang diberikan kepada para pemakai dan 

pengedar Narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Klaten terlalu ringan. 

Penyalahgunaan narkotika yang sampai dalam proses persidangan biasanya hanya 

para pemakai dan pengedar kecil. Sedangkan Bede (bandar gede/besar) dan 

produsennya masih berkeliaran di luar sana. Contoh kasus Roy Marten menjadi 

salah satu bukti bahwa penjara ternyata tidak membuat seorang penyalahguna 

narkotika jera melainkan bertemu dan berguru dengan pengedar dan bandar 

Narkoba yang telah ada di dalam penjara. 

Untuk itu responden V berpendapat bahwa langkah yang dilakukan 

untuk memberantas Narkoba adalah: 

(1) Menumbuhkan Ketakwaan Masyarakat kepada Tuhan.  

Perbuatan manusia sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip kehidupan 

yang diyakininya. Keyakinan tentang keberadaan Tuhan bahwa Tuhan adalah 

satu-satunya dzat yang menciptakan dunia dan isinya termasuk dirinya, bahwa 

Tuhan senantiasa menyaksikan setiap perbuatan yang dikerjakan oleh 

manusia. Para penegak hukum hendaknya juga harus memiliki ketakwaan 

kepada Tuhan. Jika tidak mereka akan mudah disuap dengan lembaran-

lembaran uang. Seperti yang sudah ada di Indonesia selama ini. 
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(2) Pengawasan Masyarakat 

Kebanyakan masyarakat sekarang berpendapat bahwa segala hal-hal 

yang terjadi di dalam masyarakat asalkan tidak menyinggung atau 

mengganggu keluarganya adalah bukan merupakan suatu permasalahan. 

Masyarakat yang tidak perduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya 

adalah masyarakat yang mudah terjangkit wabah narkotikaa. Salah satu ciri 

sebuah sistem yang sehat dalam kaitannya dengan Narkoba (dan berbagai 

kriminalitas lainnya) adalah minimnya rangsangan untuk melakukan 

kejahatan, Acara-acara TV yang bisa mempengaruhi pola kehidupan menuju 

pola hidup materialistis, konsumeris, hedonis, sekularis, dan pola-pola yang 

membahayakan aqidah umat harus dilarang. 

(3) Tindakan Tegas Negara 

Negara harus melakukan tindakan riil untuk memberantas peredaran 

narkotika. Dalam kasus Narkoba ini negara harus membongkar semua 

jaringan dan sindikat pengedar narkotika termasuk kemungkinan konspirasi 

internasional merusak para pemuda dan mengancam pengguna. Pengedar dan 

bandar dengan hukuman yang sangat berat. Hakim-hakim harus bersikap lebih 

tegas dalam memutuskan suatu perkara dan menghukum siapa saja aktor yang 

ada dibalik peredaran narkotika. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Narkoba Polres Klaten 

beberapa tahun belakangan ini membuktikan adanya penurunan kasus secara 

signifikan (2009-2011). Data tersebut membuktikan bahwa semakin berkurangnya 

kejahatan narkotika di Kabupaten Klaten. Dikarenakan usaha yang telah 
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dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Klaten telah membuat masyarakat mengerti 

akan dampak dan bahaya menggunakan narkotika, psikotropika dan obat 

berbahaya lainnya. 

Dewasa ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menunjukan 

perkembangan yang bagus, dalam tahun 2010 penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba menunjukan penurunan yang signifikan dari tahun-tahun 

sebelumnya, terutama sejak Satuan Narkoba Polres Klaten secara terpadu dan 

terus menerus melakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan tentang dampak 

dan bahaya menggunakan narkotika, psikotropika dan obat berbahaya lainnya. 

Hal ini merupakan berita yang menenangkan yang perlu mendapat apresiasi dari 

seluruh lapisan masyarakat, adapun mengenai masalah penyalahgunaan Narkoba 

tahun 2008 di Kabupaten Klaten dapat digambarkan secara kuantitatif dari hasil 

upaya penegakan hukum oleh Satuan Narkoba, sebagai berikut : 

 (1) Jumlah kasus Narkoba yang dapat diungkap sebanyak 16 kasus dan yang 

terdiri dari 10 kasus narkotika, 14 kasus psikotropika; 

 (2) Jumlah tersangka Narkoba yang ditangkap sebanyak 24 tersangka; 

 (3) Jumlah barang bukti yang dapat disita oleh Satuan Narkoba Polres Klaten : 

(a) Ganja sebanyak 107,5 gr; 

(b) Heroin sebanyak 14,7 gr; 

(c) Shabu sebanyak 2 gr; 

(d) Extasy sebanyak 2 butir; 

(e) Pil Broma sebanyak 87 butir; 

(f) Alat hisap shabu sebanya 5 buah; 
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Selanjutnya pada tahun 2008 – 2010 (belum terhitung sampai 2011), 

berdasarkan data Badan Narkotika Nasional menunjukan bahwa di Indonesia : 

Pertama, jumlah penyalahgunaan sebesar 1,5% dari populasi (3,2 juta orang), 

dengan kisaran 2,9 sampai 3,6 juta orang, terdiri dari : 69% kelompok teratur 

pakai dan 31% kelompok pecandu dari kelompok teratur pakai terdiri dari 

penyalahgunaan ganja (71%), Shabu (50%), ekstasi (42%), penenang (22%). 

Kedua, dari kelompok pecandu terdiri dari : Penyalahgunaan ganja (75%), putaw 

(62%), shabu (57%), ekstasi (34%), penenang (25%). Ketiga, biaya ekonomi & 

sosial penyalahgunaan Narkoba yang terjadi diperkirakan  sebesar RP 23,6 triliun. 

Keempat, penyalahgunaan IDU sebesar 56% (572 ribu orang) dengan kisaran 515 

sampai 630 ribu orang. Kelima, angka kematian pecandu 1,5% per tahun (15 ribu 

orang mati per tahun). 

Sedangkan perkembangan kasus penyalahgunaan Narkotika di Polres 

Klaten yang berhasil diringkuk oleh Satuan Narkoba Polres Klaten dalam kurun 

waktu 2009 s/d 2010 dapat di diskripsikan sebagai berikut : 

“Kurun waktu 2009 s/d 2010 di wilayah hukum Polres Klaten terdapat 9 

jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 20 

tersangka dan penyalahgunaan psikotropika terdapat 3 jumlah kasus dengan jumlah 

tersangka sebanyak 3 tersangka pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2010 

terdapat 10 jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka 17 

tersangka dan terdapat 3 jumlah kasus penyalahgunaan psikotropika dengan jumlah 

tersangka sebanyak 3 tersangka, sehingga dalam kurun waktu dua tahun tersebut 

jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba sebanyak 25 kasus dengan jumlah jumlah 
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tersangka sebanyak 43 orang. Jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan Narkoba 

terbesar di wilayah hukum Polres Klaten adalah jenis ganja dengan jumlah kasus 

sebanyak 19 dan tersangka sebanyak 37 orang dengan jumlah barang bukti sebanyak 

230,9 gr, sedangkan jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan Narkoba terkecil di 

Polres Klaten adalah jenis shabu dengan jumlah kasus sebanyak 6 dan jumlah 

tersangkanya sebanyak 6 orang dengan jumlah barang bukti sebanyak 6,9 gr”. 

Data Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Klaten 

Periode Tahun 2008 s/d 2011 

   Tabel 4.1 Klasifikasi Jenis Pelanggaran 

Tahun 
 

Narkotika 
 

Psikotropika 
 

Obat berbahaya 
 

Jumlah 
Kasus TSK Kasus TSK Kasus TSK Kasus TSK 

2008 11 17     5 7 - - 16 24 
2009 9 20 3 3 - - 12  23 
2010 10 17 3 3 - - 13  20 
2011- Juli 9 9 1 1 - - 10  10 
Jumlah 39 63 12 14 0 0 51 77 

Sumber: Polres Klaten tahun 2008 s/d 2011 data penyalahgunaan Narkoba Kabupaten Klaten 

 

Gambar 4.3 Diagram Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Jenis Pelanggaran  
         dilihat dari Jumlah Kasus dan Tersangka 



99 

 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang 

kompleks dan multidimensional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Perkembangan yang ada pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat 

memprihatinkan.  

Berdasarkan data yang ada pada Satuan Narkoba Polres Klaten, tercatat 

bahwa masalah penyalahgunaan Narkoba di tanah air telah merambah pada 

sebagian besar kelompok produktif yakni yang masih berstatus pelajar maupun 

mahasiswa. Hasil survey BNN dan Universitas Indonesia Tahun 2005 

menyebutkan bahwa setiap hari 40 orang Indonesia meninggal karena Narkoba, 

3,2 juta orang atau 1,5% penduduk Indonesia menjadi pengguna dan 

penyalahgunaan Narkoba. 

Dengan melihat kondisi seperti ini Satuan Narkoba Polres Klaten 

berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam menanggulangi dan memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Klaten. 

Upaya yang dilakukan Polri unit Satuan Narkoba dalam memberantas dan 

menanggulangi penyalahgunaan Narkoba termasuk narkotika yaitu dengan 

mengadakan Program Pre-empitif, Program Preventif dan Program Represif. 

(1) Program Pre-empitif (Pembinaan)   

Tataran pre-empitif merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan 

Polri unit Satuan Narkoba untuk menangulangi dan memberantas penyalahgunaan 

berbagai jenis Narkoba termasuk narkotika. Upaya pre-empitif yang dilakukan 

adalah beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-

faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut 
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faktor korelatif krimonogen dari kejahatan tersebut.  Jumlah Sasaran yang hendak 

dicapai adalah terbinanya dan tercapainya suatu kondisi perilaku dan norma hidup 

bebas dari ectasy dan narkotika. Program pre-empitif merupakan salah satu upaya 

dalam pencegahan agar penyalahgunaan narkotika tidak semakin meluas, tujuan 

dari program ini adalah bersifat pengenalan atau sosialisasi bahaya Narkoba 

kepada orang yang belum memakai atau mengenal Narkoba, menurut Subagyo 

(2007:100) mengatakan bahwa “Pre-empitif  atau program  pembinaan  ditujukan  

kepada  masyarakat  yang  belum  memakai Narkoba, atau bahkan belum 

mengenal Narkoba”. Dalam melaksanakan program pre-empitif ini dapat 

dilakukan dengan mengadakan berbagai bentuk kegiatan yang meliputi 

“pelatihan, dialog interaktif, sosialisasi dan lain-lain pada kelompok  belajar, 

kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha.” 

Pada kenyataannya program pre-empitif yang dilaksanakan Polri unit 

Satuan Narkoba, melalui program penyuluhan telah berjalan sesuai dengan 

rencana yaitu untuk memberitahukan kepada masyarakat segala hal yang 

berkaitan dengan narkotika. Sosialisasi yang ada telah dilaksanakan secara 

optimal, karena hal itu telah tertulis jelas dalam Job description Satuan Narkoba 

Polres Klaten. POLRI unit Satuan Narkoba melaksanakan sosialisasi secara 

berkala dengan menggunakan berbagi variasi penyampaian materi agar memiliki 

daya tarik tersendiri dan masyarakat tidak bosan untuk mengikutinya.  

(2) Program Preventif (pencegahan)   

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan Kepolisian dalam 

melaksanakan tugasnya bahwa, Polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, 
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yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi 

segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat 

dengan adanya Pasal 14 ayat (1) huruf i dalam UU No.2 Tahun 2002 yang 

menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi. Untuk 

memberantas penyalahgunaan berbagai jenis Narkoba termasuk narkotika  di 

dalamnya Satuan Narkoba dituntut dapat melaksanakan program preventif  

(pencegahan). Program preventif ini merupakan program pencegahan yang salah  

satu tujuannya mencegah meluasnya penyalahgunaan berbagai jenis Narkoba 

dikalangan masyarakat. Program preventif dapat dilaksanakan dengan beberapa  

cara yaitu kampanye Narkoba, penyuluhan dan lain-lain. 

Tujuan utama program preventif ini adalah :  

 (1) Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

 (2) Mencegah kebocoran pada jalur resmi; 

 (3) Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur 

gelap dengan mengawasi pantai-pantai dan pintu masuk menuju negara 

Indonesia lainnya. 

 (4) Mencegah secara langsung peredaran gelap ectasy dan narkotika di dalam 

negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata 

rantai perdagangan gelap baik tingkat Nasional, Regional maupun 

Internasional. 

Hal ini sesuai dengan upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polres 

Klaten dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. 
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Program preventif yang dilaksanakan Satuan Narkoba Polres Klaten dilaksanakan 

dengan dua cara yaitu penyuluhan dan razia.  

 (1) Penyuluhan  

Penyuluhan merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah 

dilaksanakan, adapun yang arti penyuluhan menurut Setiana (2005:25) 

mengatakan bahwa ”arti sempit penyuluhan adalah ilmu sosial yang mempelajari 

sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud 

perubahan yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan”. Sedangkan 

sosialisasi  menurut Depdiknas (2005:1085) adalah “usaha memasyarakatkan 

sesuatu sehingga menjadi dikenal, dihayati, dipahami oleh masyarakat”. Melihat 

dari dua definisi di atas dapat disimpulkan sosialisasi ruang lingkupnya hanya 

bersifat kognitif, yaitu hanya memberikan pemahaman agar masyarakat 

memahami dan menghayati, sedangkan penyuluhan lebih bersifat afektif dan 

psikomotor, yaitu pemberian informasi, pengetahuan yang memberikan dampak 

yang luar biasa pada diri individu atau masyarakat sehingga menimbulkan 

perubahan kearah  yang lebih baik.  

Sosialisasi dan penyuluhan harus berjalan beriringan untuk  mendapatkan 

hasil yang maksimal, karena sosialisasi hanya bersifat sepintas dan harus 

diperkuat dengan adanya penyuluhan. Dimana tujuan sosialisasi adalah timbulnya 

suatu sikap positif yaitu masyarakat memilih untuk menjauhi penyalahgunaan 

narkotika. Tujuan tersebut bertitik tolak dari anggapan, jika masyarakat 

mengetahui, memahami bahaya penyalahgunaan narkotika maka informasi 
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tersebut akan diolah menjadi sikap yang berujung pada prilaku menolak keras 

penyalahgunan narkotika. 

Karena pada dasarnya Polri tidak bisa hanya menangani orang yang telah 

menyalahgunakan Narkoba khususnya narkotika, tetapi Polri (Satuan Narkoba) 

juga harus memperhatikan pencegahan dengan cara memberikan penyuluhan 

terhadap orang-orang yang belum mengenal atau mengetahui narkotika agar 

orang-orang tersebut tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika. 

 (2) Razia  

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas kepolisian Polri memiliki 

wewenang dalam melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan  

melakukan tindakan  yang disebut razia  atau  sweeping. 

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan khusus atau razia diatur 

dalam Pasal 15 ayat (1) hurup f mengenai wewenang Polri melaksanakan 

pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka 

tindakan pencegahan. Kewenangan ini merupakan kewenangan  umum  kepolisian  

dan legitimasi dari tindakan yang dilakukan oleh Polri di tempat kejadian guna 

pengamanan tempat kejadian dan barang bukti. Hal ini sesuai dengan pemeriksaan 

khusus atau razia yang dilakukan Polri unit Satuan Narkoba Polres Klaten dalam 

melakukan pencegahan agar tidak meluasnya penyalahgunaan berbagai jenis 

Narkoba termasuk narkotika.  

Razia merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Satuan Narkoba dalam 

memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika, pelaksanaan razia tidak dapat 
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ditentukan secara pasti berapa kali dalam satu bulan, hal ini tergantung pada 

kondisi lingkungan, ada kalanya dalam satu bulan Polri melakukan dua kali razia 

ke tempat-tempat hiburan malam seperti tempat karaoke, diskotik atau tempat-

tempat yang disinyalir menjadi tempat transaksi Narkoba yang tersebar di Kota 

Klaten. 

Berdasarkan pelaksanaannya razia dibagi menjadi dua katagori yaitu, 

razia tertutup dan razia terbuka. Razia tertutup hanya dilaksanakan oleh personil 

Satuan Narkoba tanpa melibatkan satuan unit yang lain. Untuk memperlancar 

proses pemeriksaan unit satuan reserse Narkoba didampingi oleh 5 orang tim 

medis. Razia tertutup biasanya dilakukan di tempat-tempat umum atau tempat 

tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat transaksi Narkoba. Dalam 

melaksanakan razia tertutup seluruh personil Polri berada diluar area target 

operasi untuk mengawasi lingkungan sekitar target operasi dan untuk menyergap 

orang yang diduga keras (sasaran) memakai, memiliki Narkoba khususnya 

narkotika. Penyergapan dilakukan langsung ketika sasaran telah keluar area target 

operasi, hal ini dapat dengan mudah dilakukan oleh personil Satuan Narkoba 

mengingat mereka telah memiliki pengetahuan dan kecakapan tersendiri dalam 

melihat ciri-ciri orang yang menggunakan narkotika. 

Dalam melaksanakan razia terbuka atau razia gabungan Polri satuan unit 

Narkoba mengerahkan seluruh personilnya yang berjumlah 18 orang, ditambah 

dengan 5 orang personil sahbara, 5 orang Provost, dan 5 orang tim medis sebagai 

tim pelengkap, operasi gabungan biasanya dilakukan guna menangkap gembong 

narkotika yang disinyalir melakukan transaksi dalam jumlah besar. Pelaksanaan 
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razia dilakukan pada pukul 00:00 – 02:00 dini hari, mulanya seluruh personil 

Satuan Narkoba mulai memasuki tempat tujuan, tentunya dengan mengenakan 

baju yang disesuaikan dengan kondisi tempat tujuan yang menjadi sasaran, hal ini 

dilakukan semata-mata untuk mengelabui masyarakat yang ada di wilayah 

tersebut. 

Pengamatan dalam razia terbuka biasanya dilaksanakan di diskotik dan 

dilaksanakan kurang lebih 30 menit hingga Polri mengetahui siapa saja yang 

menggunakan, menyimpan narkotika. Setelah pihak Satuan Narkoba telah 

mengetahui dan mengapit orang-orang yang menggunakan, memiliki narkotika 

dan berbagai jenis Narkoba lainya, serta dipastikan tersangka tidak mungkin 

berbuat apapun maka situasi lapangan dikatakan aman. Ketika seluruh pasukan 

mendapat sinyal aman barulah secara serentak anggota tim membunyikan lampu 

peringatan, Satuan Narkoba dan Satuan Sabhara bersama tim medis masuk ke 

dalam ruangan untuk menggeledah seluruh isi diskotik tersebut. Ketika Satuan 

Narkoba dan Satuan Sabhara masuk tenpa disadari sebagian dari personil Satuan 

Narkoba telah berada tepat di samping tersangka, sehingga tidak memungkinkan 

lagi tersangka tersebut lari ataupun membuang barang bukti. 

Dalam keadaan seperti ini tidak memungkinkan seluruh isi diskotik 

melarikan diri karena di bagian luar terlah dikepung oleh personil Provoost. 

Pemeriksaan medis berupa tes urine dilakukan pada saat melakukan operasi guna 

mengetahui siapa saja yang menggunakan narkotika diantara para saksi yang 

diperiksa. Bagi orang-orang yang dinyatakan positif menggunakan, memiliki 
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Narkoba langsung diamankan oleh personil Satuan Narkoba untuk diproses secara 

hukum.  

Dalam pelaksanaannya razia tertutup dinilai lebih efektif karena 

mempunyai tiga kelebihan jika dibandingkan dengan pelaksanaan razia terbuka, 

yaitu pertama razia tertutup tidak melibatkan banyak pihak yang dapat 

memperkecil tingkat kebocoran informasi dalam melakukan razia terhadap target 

operasional, kedua penangkapan yang merupakan proses akhir dari penyidikan 

dapat terlaksana secara maksimal karena pihak Kepolisian melakukan 

penangkapan langsung ketika  target  secara  perseorangan  keluar  dari  tempat 

persembunyiannya dan ketiga pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dilakukan 

lebih teliti mengingat penangkapan dilakukan secara bertahap. 

(3) Program Represif (penindakan)  

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis 

Narkoba khususnya narkotika yang dilakukan oleh Satuan Narkoba adalah dengan 

mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap  

orang-orang yang telah menyalahgunakan narkotika, ini merupakan wewenang 

mutlak bagi Polri dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah 

satunya penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Partodiharjo (2007:107) bahwa “program represif adalah program penindakan 

terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum”.  

Program represif ini sesuai dengan upaya yang dilaksanakan Satuan 

Narkoba Polres Klaten dalam memberantas penyalahgunaan berbagai jenis 

Narkoba termasuk narkotika. Pelaksanaan program represif dimulai dari 
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penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk 

memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.  

Penyelidikan merupakan proses awal untuk mengungkap suatu tindak 

pidana atau berbagai penyimpangan yang terjadi di lingkungan masyarakat  

termasuk penyalahgunaan narkotika, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 

(5) KUHP menetapkan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan 

penyelidik  untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagi 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam KUHP”. 

Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik wajib menunjukan tanda 

pengenal atau identitasnya sebagi seorang petugas, hal ini sesuai dengan pendapat  

M Taufik (2004:24) yang menyatakan bahwa “penyelidik dalam melakukan 

penyidikan wajib menunjukan tanda penganalnya”. Ketentuan tersebut 

dimaksudkan untuk menjaga profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas,  

serta dikhawatirkan ada orang yang tidak bertanggung jawab mengaku sebagai 

petugas. 

Dengan membawa kartu identitas dalam setiap penyelidikan Polri 

mempunyai kekuatan untuk mengadakan penangkapan tersangka, dalam keadaan  

tersangka tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat  

melakukan penangkapan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib  

segera  melakukan  tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. 

Tingkat keberhasilan upaya unit Satuan Narkoba memberantas 

penyalahgunaan Narkoba dilihat atau diukur dari banyaknya tersangka yang  
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tertangkap dalam satu bulan. Menurut pendapat responden biasanya paling  

sedikit dalam satu bulan satuan reserse Narkoba dapat menangkap hingga 3-4 

orang. Tingkat keberhasilan tidak hanya dilihat dari banyaknya orang yang 

tertangkap, melainkan juga dilihat dari proses kasus tersebut dari penyelidikan, 

penyidikan, pelimpahan perkara ke Pengadilan dan pelaksanaan putusan 

Pengadilan hingga pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila 

hal itu terpenuhi maka bisa dinyatakan kinerja dari Satuan Narkoba Polres Klaten 

sukses. 

Menghadapi perkembangan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana data 

dari Badan Narkotika Nasional (BNN) maka Satuan Narkoba telah melakukan 

berbagai upaya penanggulangan baik dalam bidang pencegahan, penegakan 

hukum, laboraturim terapi dan rehabilitasi serta penelitian pengembangan dan 

informatika, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 (1) Bidang pencegahan 

Bidang pencegahan berorientasi pada peningkatan pemahaman dan kesedaran 

masyarakat tentang masalah Narkoba serta upaya pencegahannya, program 

yang telah dilakukan Satuan Narkoba diwujudkan dalam berbagai kegiatan 

penyuluhan, pembinaan potensi masyarakat serta pendidikan dan pelatihan. 

Ketiga program tersebut dilaksanakan dalam bentuk beberapa kegiatan besar, 

antara lain : 

(a) Penyuluhan dan Seminar tentang Narkoba di Kecamatan se-Kabupaten 

Klaten; 
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(b) Pelaksanaan forum pertemuan dan penyuluhan antar instansi pemerintahan 

dengan LSM di Kabupaten Klaten; 

(c) Pelatihan dan penataan instruktur penyuluh Narkoba untuk kalangan guru 

SD, SLTP dan SLTA, tokoh masyarakat, tokoh agama serta remaja masjid, 

pemuda gereja, pemuda Hindu, pemuda Budha; 

(d) Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Upaya P4GN kepada Pelajar, Toga, 

Tomas dan TP PKK  ; 

(e) Pemusnahan Miras bertempat di Polres Klaten; 

(f) Lomba karya tulis tentang bahaya Narkoba yang diikuti Pelajar SMA, SMP 

dan Mahasiswa di Kabupaten Klaten; 

(g) Pemasangan set billboard tentang bahaya Narkoba di tempat-temapt yang 

strategis yang biasa dikunjungi masyarakat, bertujuan agar masyarakat 

mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan dari Narkoba. 

 (2) Bidang penegakan hukum 

Selain upaya penegakan hukum secara operasional yang memberikan hasil 

sebagaimana dijelaskan di atas, kegiatan lain yang telah dilaksanakan oleh 

Satuan Narkoba Polres Klaten selama tahun 2010, antara lain: 

(a) Sosialisasi Undang-undang Narkotika dan Psikotropika di sekolah-sekolah 

Negeri maupun swasta di Kabupaten Klaten; 

(b) Pelaksanaan seminar ” penyalahgunaan Narkoba, bahaya dan akibatnya ” 

Kamis, 21 Januari 2010 bertempat di SKB ( Sanggar Kegiatan Belajar ) 

Kec. Cawas Kab.  Klaten 
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(c) Pelaksanaan penyuluhan dengan tema ” Peran orang tua dalam upaya 

Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba  

” Balai Desa Glodogan, Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten, 14 Agustus 2010; 

(d) Pemusnahan barang bukti Narkoba dan miras yang disita selama tahun 2010 

di Polres Klaten, tanggal 15 november 2010; 

(e) Pendistribusian alat-alat dukungan operasional seperti teskit Narkoba & 

prekusor, x-ray machine portable, alat deteksi Narkoba dan paket pos 

kepada para anggota Satuan Narkoba. 

 (3)  Bidang laboraturium terapi dan rehabilitasi Satuan Narkoba 

Bidang laboraturium, terapi dan rehabilitasi (lab T & R) merupakan upaya 

untuk memwujudkan pelayanan laboraturium uji Narkoba terapi dan 

rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan meliputi : 

(a) Pembentukan satgas untuk melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi 

kegiatan pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba sesuai 

standar pelayanan terapi dan rehabilitasi; 

(b) Bekerjasama dengan instansi kesehatan dengan menyediakan sarana rawat 

inap pelayanan terapi medical dan rehabilitasi sosial terpadu (one top 

center) bagi korban penyalahgunaan Narkoba; 

Menyangkut terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba maka 

pembangunan nasional telah memberika arahan yakni : 

(a) Peningkatan pelayanan terapi, rehabilitasi dan perlindungan sosial kepada 

penyalahguna/korban Narkoba; 
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(b) Penyusunan standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada 

penyalahguna/korban Narkoba dan napza; 

(c) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan bidang 

terapi dan rehabilitasi korban Narkoba; 

Menurut pendapat Hoebel dalam Warassih (2005:26), menyebutkan 

adanya empat fungsi dasar hukum, yaitu : 

 (1) Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan 

menujukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan 

dan ada pula yang dilarang; 

 (2) Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh 

melakukan paksaan serta siapa saja yang harus menaatinya dan sekaligus 

memilihkan sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.; 

 (3) Menyelesaikan sengketa; 

 (4) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 

kondisi-kondisi kehidupan yang berubah yaitu dengan cara merumuskan 

kembali hubungan esensial antara anggota-angota masyarakat. 

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan 

suatu strategi perumusan masalah yang besifat umum, yaitu suatu perbandingan 

antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara 

hukum dalam tindakan (law in action), atau dengan hukum dalam teori (law in 

theory), dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara 

law in book and law in action (Satjipto, 2000 : 19). 
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Berdasarkan fungsi dasar hukum (Hoebel) dan studi efektifitas (Satjipto) 

tentang teori bekerjanya hukum diatas apabila disesuaikan dengan Peran Satuan 

Narkoba dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan narkotika yang terjadi 

di wilayah hukum Polres Klaten maka : 

 (1) Satuan Narkoba Polres Klaten telah melakukan berbagai upaya dalam rangka 

menanggulangi dan memberantas kejahatan narkotika yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Klaten dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan, 

bimbingan kepada masyarakat, dengan memberitahukan kepada masyarakat 

tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan 

yang di dasarkan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

 (2) Satuan Narkoba Polres Klaten telah berkerjasama dengan berbagai instansi 

terkait (Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lapas, Labfor, BNK Klaten, Dinkes, 

BPOM) untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan narkotika yang 

terjadi di wilayah hukum Polres Klaten, tanpa harus mengambil alih 

kewenangan dari masing-masing instansi tersebut. Semuanya telah sesuai 

dengan job description masing-masing instansi terkait. Hanya saja dalam 

rangka penegakkan hukum tentang penanggulangan dan pemberantasan 

kejahatan narkotika, semua instansi tersebut bekerjasama dengan baik sesuai 

dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sehingga tercipta 

kerjasama yang sangat apik. Dan diharapkan dapat menanggulangi dan 

memberantas kejahatan narkotika yang ada di wilayah hukum Polres Klaten. 
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 (3) Tugas dari Satuan Narkoba tidak hanya sekedar melaksanakan penyuluhan, 

sosialisasi, dan bimbingan kepada masyarakat saja melainkan tugas dari 

Satuan Narkoba Polres Klaten berawal dari penyelidikan, penyidikan, 

pemberkasan kejahatan narkotika, pelimpahan perkara ke Pengadilan, vonis 

Hakim, pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. 

 (4) Sesuai dengan Visi Polres Klaten yaitu “terwujudnya postur Polri yang 

professional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom dan 

pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan 

penegak hukum” maka Polres Klaten membuka diri kepada seluruh 

masyarakat yang menemui kesulitan, membutuhkan bantuan, bimbingan atau 

hal-hal lain yang dirasa kurang dimengerti maka Polres Klaten selalu siap 

sedia kapanpun melayani masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Hal itu dilakukan Polri 

untuk merangkul masyarakat untuk bersama menanggulangi dan 

memberantas kejahatan tidak hanya narkotika saja melainkan seluruh 

kejahatan dan pelanggaran yang akan terjadi yang nantinya akan mengganggu 

kestabilitasan masyarakat Kabupaten Klaten. 

 (5) Kemudian berkaitan dengan studi efektifitas atau perbandingan antara realitas 

hukum dan ideal hukum, yang secara khusus terlihat jenjang antara hukum 

dalam tindakan (law in action), atau dengan hukum dalam teori (law in 

theory). Satuan Narkoba berpedoman kepada : 

(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 
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(b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia; 

(c) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 

(d) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

(e) Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 

(f) Peraturan KaPolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan 

Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. 

Yang pada pelaksanaannya di lapangan sangat berbeda jauh dengan apa 

yang tertulis di dalam Undang-undang di atas, akan tetapi selama perbuatan yang 

dilakukan oleh Kepolisian atau Satuan Narkoba pada khususnya tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku dan masih dapat 

dipertanggungjawabkan secara moril maupun materiil maka Kepolisian berhak 

untuk mengimprovisasikan segala macam perbuatan yang digunakan untuk 

menegakkan hukum yang berlaku. 

Teori berikutnya adalah Upaya penangulangan kejahatan, kejahatan disini 

adalah penyalahgunaan narkotika. Menurut G.P Hofnagels dalam bukunya 

(Nawawi Arief, 2005: 43-44) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh 

dengan: 

 (1) Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

 (2) Pencegahan tanpa pidana (prevention  without punishment); 

 (3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat media massa (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media). 
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Apabila dikonversikan kedalam Peran Satuan Narkoba Polres Klaten 

adalah : 

 (1) Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

Penerapan sanksi pidana diberikan kepada seseorang yang telah terbukti atau 

tertangkap tangan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh 

Undang-undang. Dalam hal ini setiap orang yang mengimpor, mengekspor, 

memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan 

narkotika merupakan suatu kejahatan yang harus mendapatkan sanksi dari 

Negara. Satuan Narkoba adalah pelaksana dari suatu peratuarn perUndang-

undangan tersebut yang tugasnya adalah menegakkan segala macam 

peraturan yang berkenaan dengan tugas, pokok, dan fungsi dari Satuan 

Narkoba itu sendiri. 

Setiap orang yang tertangkap oleh Satuan Narkoba kemudian akan diproses 

dan menjalani proses hukum lebih lanjut berupa pembuatan Berita Acara 

Pemeriksaan oleh Kepolisian setelah itu dilimpahkan ke Kejaksaan untuk 

kemudian diadili di Pengadilan sampai pada putusan Pengadilan dan yang 

terahir adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan dan berahir di Lembaga 

Pemasyarakatan 

 (2) Pencegahan tanpa pidana (prevention  without punishment); 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Klaten dalam 

rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di tingkat 

Kabupaten, melalui berbagai kegiatan antara lain : melaksanakan penyuluhan, 

sosialisasi, talk show, bimbingan kepada masyarakat, dll. Hal tersebut 
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bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika lebih lanjut. 

Selain itu apabila orang yang tertangkap itu merupakan korban dari 

penyalahgunaan narkotika maka dari pihak Satuan Narkoba melakukan upaya 

rehabilitasi tanpa melakukan upaya hukum yang seharusnya dilakukan. 

Dikarenakan Satuan Narkoba mengutamakan mediasi penal terlebih dahulu 

dari pada menuju ke proses lebih lanjut. Serta menilik sifat dari hukum pidan 

itu sendiri yang mana diterapkan sebagai langkah terahir dalam hal 

penyelesaian permasalahan pidana (Ultimum Remidium). 

 (3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat media massa (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media). 

Langkah-langkah yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Klaten dalam 

rangka memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika telah 

menunjukan keseriusan dan dedikasi yang tinggi. Hal itu dilihat dari upaya 

Satuan Narkoba Polres Klaten untuk memberantas dan menanggulangi 

kejahatan narkotika dengan melakukan upaya-upaya tertentu selain upaya 

prefentif juga melakukan sosialisasi melalui media massa yang ada (yaitu 

melalui Koran, radio, spanduk, banner, dll) demi untuk terciptanya 

masyarakat yang bersih tanpa Narkoba. 

Strategi yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Klaten dikatakan cukup 

berhasil karena program kerja dan kegiatannya sudah sebagian besar terealisasi, 

ini dikarenakan para pemakai dan pengedar gelap Narkoba sangat licik, mereka 
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selalu bersembunyi dari hukuman yang diberikan. Dengan demikian tujuan yang 

ditetapkan oleh Satuan Narkoba Polres Klaten ke depannya adalah : 

 (1) Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan 

baik dai Kepolisian (Satuan Narkoba) dan instansi yang terkait dengan itu 

serta masyarakat untuk memerangi Kejahatan narkotika di wilayah hukum 

Polres Klaten; 

 (2) Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam 

pencegahan dan pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika; 

 (3) Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkotika sesuai dengan 

supremasi hukum di Indonesia; 

 (4) Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan sosialisasi, 

penyuluhan, terapi dan rehabilitasi bagi masyarakat yang telah 

menyalahgunakan Narkoba; 

 (5) Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba di Kabupaten Klaten sebagai acuan di masa dating untuk 

membrantas dan menanggulangi kejahatan narkotika; 

 (6) Beroperasinya satuan-satuan tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis 

situasi di masyarakat; 

 (7) Berperannya Satuan Narkoba Polres Klaten serta instansi terkait (Pengadilan 

Negeri, Kejaksaan, Lapas, Labfor, BNK Klaten, Dinkes, BPOM) dalam 

melaksanakan program P4GN; 
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 (8) Terjalinnya kerjasama regional yang efektif yang dapat memberikan bantuan 

solusi penanganan permasalahan Narkoba di Kabupaten Klaten. 

Diharapkan upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Klaten bisa 

semuanya terealisasi sehingga tujuannya bisa tercapai yaitu terwujudnya 

masyarakat Kabupaten Klaten yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba, agar supaya strategi yang dilakukan oleh Satuan Narkoba berhasil, 

maka Satuan Narkoba lebih meningkatkatkan tugas dan fungsinya dibidang 

pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, penelitian dan 

pengembangan serta informasi yang berkaitan dengan Narkoba khususnya 

narkotika, selain itu lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

kelembagaan di dalam tubuh Polri dengan Satuan Narkobanya. Sehingga strategi 

Satuan Narkoba Polres Klaten semuanya bisa terealisasi, dengan terealisasi semua 

program kerja dan kegiatan Satuan Narkoba Polres Klaten diharapkan bisa 

terwujudnya masyarakat Kota Klaten yang bebas dari penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba. 

Peran Satuan Narkoba Polres Klaten secara sosiologis merupakan aspek 

dinamis kedudukan karena apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka Satuan Narkoba Polres Klaten menjalankan suatu 

Peran. Peran Satuan Narkoba Polres Klaten sudah sesuai dengan Keputusan 

KaPolri No. Pol. : Kep / 366 / VI / 2010 tanggal 14 Juni 2010 dan Peraturan 

KaPolri nomor : Perkap / 23 / 2010. Dapat disimpulkan bahwa Peran Badan 

Narkotika Kota Semarang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika 

cukup besar karena tugas pokok dan fungsinya sudah sebagian besar terealisasi. 
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4.2    Faktor Penyebab Kendala-Kendala Yang Dihadapi Satuan 

Narkoba Dalam Upaya Pemberantasan Dan Penanggulangan 

Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Klaten 
 

Dalam menjalankan visi, misi dan program kerjanya POLRI unit Satuan 

Narkoba mengalami beberapa hambatan/kendala, peneliti membagi kendala 

tersebut menjadi dua macam yaitu kendala yang bersifat internal dan kendala yang 

bersifat eksternal. Kendala internal dirasakan saat pelaksanaan razia terbuka atau 

razia gabungan dan masalah pembiayaan dalam pemberantasan dan 

penanggulangan narkotika, sedangkan kendala eksternal dirasakan saat melakukan 

penyidikan karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam rangka 

pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika. 

Kendala internal yang pertama timbul dari dalam jajaran Satuan Narkoba 

yang terlibat dalam razia terbuka, seringkali anggota jajaran Satuan Narkoba yang 

terlibat dalam razia terbuka membocorkan target operasional razia, bukan maksud 

untuk memberitahukan tempat operasi kepada orang lain hanya sekedar bicara 

santai akan tetapi hal tersebut berimbas ke dalam kebocoran informasi dan tingkat 

keberhasilan operasi yang dilakukan sehingga pelaksanaan razia tidak dapat 

dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui 

akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri. 

Faktor penyebab kendala internal tersebut adalah (1). Kurangnya 

kesadaran dari anggota Polri, (2). Kurangnya disiplin mental dalam rangka 

pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika tentang kerahasiaan 
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informasi pelaksanaan razia sehingga menyebabkan kebocoran informasi dan 

mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam razia tersebut berkurang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP. Y. Riyanto, S.H selaku 

Kepala Satuan Narkoba Polres Klaten di kantor Satuan Narkoba Polres Klaten 

pada hari Senin/18 Juli 2011/09.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa untuk 

mengatasi keadaan tersebut maka Satuan Narkoba Polres Klaten mengadakan 

antisipasi dengan cara merahasiakan target oprasional yang akan dilaksanakan. 

Pemberitahuan lokasi razia diumumkan beberapa saat sebelum Satuan Narkoba 

sampai pada lokasi pelaksanaan razia. Hal ini tidak akan mengurangi kesiap-

siagaan jajaran Polri dalam melaksanakan razia terbuka karena persiapan tetap 

dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan razia. 

Kemudian kendala internal yang kedua adalah besarnya biaya yang timbul 

akibat pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, tentunya 

harus dibarengi dengan meningkatnya biaya/anggaran yang dipergunakan untuk 

pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkotika, tanpa dukungan dari 

berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan sulit untuk dilakukan. 

Faktor penyebab kendala internal yang kedua adalah faktor biaya yang 

merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan 

narkotika maupun psikotropika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. 

Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal 

mengungkap penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika. Saat ini, anggaran 

yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap 



121 

 

dan menegakkan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika maupun 

psikotropika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakkan hukum 

masih terkendala dan tidak memuaskan. 

Selain itu dengan tidak memadahinya dana operasional penyelidikan dan 

penyidikan tersebut, kemudian dikarenakan juga adanya faktor tumpang tindih 

tugas yang dilimpahkan kepada seorang anggota dalam Satuan Narkoba 

mengakibatkan jajaran Kepolisian seringkali mengalami kalah start dalam rangka 

penanggulangan kejahatan narkotika. Hal ini dapat terjadi karena jumlah dan 

kemampuan personal belum memadahi. Penyalahgunaan Narkoba dan 

psikotropika merupakan suatu kejahatan yang khusus jika dibandingkan dengan 

kejahatan umum oleh karena penanganan dalam kapasitas penyidikan dalam 

penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika memerlukan kerja ekstra yang tidak 

biasa disamakan dengan penangganan kejahatan umum lainnya. 

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan 

atau masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan, IPDA Aleg Ipanudin, 

S.H. Pada hari Senin/18 Juli 2011/09.30 WIB beliau mengatakan bahwa dalam 

proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus peyalahgunaan 

Narkoba bukan merupakan hal yang mudah, terkadang kita menemui kendala 

dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala tersebut terjadi jika 

masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada 

Polri. Menurut IPDA Aleg, masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan 

menyembunyikan informasi saat kami mengadakan penyidikan. Kadang-kadang 
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penyamaran kami sebagai masyarakat biasa langsung dicurigai sehingga sasaran 

langsung membubarkan diri.  

Hambatan eksternal ini timbul saat masyarakat di lingkungan 

penyelidikan sulit untuk diajak kerjasama, untuk mengantisipasi keadaan tersebut 

Polri dengan Satuan Narkobanya melakukan beberapa tahapan agar mencapai 

tingkat keberhasilan yang  maksimal dalam menindak penyalahgunaan Narkoba di 

lokasi tersebut. Langkah pertama yang dilakukan POLRI adalah menyamar 

sebagai pedagang, kerena berdagang hanya dilakukan secara sepintas dan hal ini 

dapat  mengurangi kecurigaan masyarakat dan sasaran terhadap penyamaran 

Satuan Narkoba, yang kemudian langkah kedua membuat peta lokasi 

penangkapan dengan perencanaan yang matang. Pembuatan peta lokasi 

pemeriksaan bertujuan untuk memudahkan personil POLRI agar dapat bertindak 

serempak dalam satu komando.  

Faktor penyebab masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam rangka 

penegakan hukum pemberantasan dan penanggulangan narkotika adalah : 

(1) Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika yang 

terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari 

masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi 

penyalahguna narkotika tersebut; 

(2) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap si 

penyalahguna tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga 

masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa 

bukan berasal dari keluarganya; 
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(3) Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkotika 

di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak 

yang berwajib akan dibalas oleh teman-teman pelaku penyalahgunaan 

narkotika tersebut. 

(4) Akibat trend kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian 

diantara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi 

sangat berkurang. Sekedar contoh jaman dahulu apabila ada anak tetangga 

yang bersikap kurang sopan atau berbuat salah, maka tetangga lain berusaha 

menegur. Tapi sekarang hal itu sudah jarang terjadi karena pertama merasa 

bahwa itu bukan anaknya sendiri, yang kedua karena takut orang tua anak 

tersebut marah melihat anaknya ditegur oleh orang lain. Budaya yang dianut 

oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya. Budaya ini 

terbentuk karena adanya publik figur yang memberikan contoh. Misalnya, 

saat ini di kalangan remaja tertentu menyalahgunakan Narkoba menjadi 

kebanggaan karena artis idola mereka juga menggunakan Narkoba. 

Penyelidikan kasus penyalahgunaan narkotika, Satuan Narkoba 

membutuhkan patrisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat untuk melaporkan 

berbagi bentuk penyalahgunaan narkotika yang  mereka  ketahui. Peran serta 

masyarakat dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkotika diatur dalam UU 

No. 22 Tahun 1997 tentang bab IX Pasal 57 ayat 1 dan 2, yang menetapkan 

bahwa : 

 



124 

 

“(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya 
untuk  berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan 
pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 
(2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang  
apabila mengetahui ada penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika.” 
 

Namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat belum dapat 

mewujudkan pastisipasinya dalam mendukung upaya penyelidikan yang  

dilakukan Satuan Narkoba untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Ada 

beberapa alasan mendasar dari masyarakat, mengenai kurangnya partisipasi 

mereka dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu pertama, masyarakat 

mempunyai kehawatiran dan rasa takut yang sangat tinggi akan serangan balik 

dari kelompok orang yang dilaporkan, kedua, masyarakat  mempunyai anggapan 

bahwa polisi mempunyai sifat yang keras, ketiga masyarakat mempunyai sikap 

acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar  (kesadaran hukum masyarakat 

masih rendah). Ada pula sebagian kecil masyarakat yang berpartisipasi, yaitu 

dengan cara memberikan informasi jika terjadi kasus penyalahgunaan narkotika 

dilingkungannya, partisipasi yang ditunjukan oleh kaum minoritas ini karena 

mereka merasa resah dengan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat 

dan mereka menyadari betul akan penegakan hukum di lingkungannya. 

Peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Kepolisian (Satuan Narkoba) 

sangatlah besar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan 

sejenisnya. Melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur 

peredaran gelap narkotika dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang 

menjadi ancaman faktual. Langkah yang ditempuh antara lain dengan tindakan 

sebagai berikut : 
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(1) Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai 

jalur lalu lintas peredaran gelap narkotika; 

(2) Bekerjasama dengan instansi terkait BNK Klaten, GRANAT Klaten, 

Ikamada untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah yang diduga terjadi 

penyalahgunaan narkotika oleh siswanya; 

(3) Meminta kepada instansi yang mempunyai wewenang izin sebagai penerbit 

tempat hiburan malam untuk selalu menindaklanjuti keabsahan surat izin 

pendirian tempat hiburan malam, yang dimungkinkan akan dijadikan media 

untuk memperlancar jalur peredaran Narkotika; 

(4) Menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan hukuman 

yang berat agar mereka jera; 

(5) Pemerintah harus memperhatikan betul aparat-aparat penegak hukum seperti 

Polisi, Jaksa, Hakim dan lain-lain agar tidak mempermainkan kasus Narkoba 

dengan memberi hukuman yang ringan pada bandar-bandar Narkoba yang 

tertangkap; 

(6) Dana yang dialokasikan untuk kampanye penanggulangan Narkoba agar 

diperbesar baik dari APBN maupun APBD; 

Solusi Alternatif yang bisa juga dijadikan saran kepada Satuan Narkoba 

Polres Klaten adalah : 

(1) Mengkaji beberapa faktor pemicu munculnnya trend pemakaian Narkoba di 

kalangan pelajar, seperti yang disampaikan oleh responden V sebagai 

langkah preventif bagi mereka yang belum terjerumus ke dalam jurang 

Narkoba, dan juga sebagai langkah represif  bagi mereka yang sudah 
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terlanjur terjun ke dalam dunia Narkoba melalui metode atau pendekatan 

yang dapat diterapkan kepada mereka, baik yang belum ataupun yang sudah 

terjerat ke dalam dunia gelap Narkoba. 

(a) Pertama, pendekatan agama. Melalui pendekatan ini, mereka yang 

masih bersih dari dunia Narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama 

yang mereka anut. Agama apa pun, tidak ada yang menghendaki 

pemeluknya untuk merusak dirinya, masa depannya, serta 

kehidupannya. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk 

menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, 

keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka 

yang sudah terlanjur masuk dalam kubangan Narkoba, hendaknya 

diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama 

yang mereka yakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama 

yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa 

mereka untuk kembali ke jalan yang benar; 

(b) Kedua, pendekatan psikologis. Dengan pendekatan ini, mereka yang 

belum mengenal kenikmatan semu Narkoba, diberikan nasihat oleh 

orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian 

mereka. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini 

diharapkan mampu menanamkan kembali kesadaran dari dalam hati 

mereka untuk menjauhi dunia Narkoba. Adapun bagi mereka yang telah 

larut dalam kehidupan gelap Narkoba, melalui pendekatan ini dapat 

diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert 



127 

 

(terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan mengetahui latar 

belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu 

mengembalikan mereka pada kehidupan nyata; 

(c) Ketiga, pendekatan sosial. Baik bagi mereka yang belum, maupun yang 

sudah masuk dalam sisi kelam Narkoba, melalui pendekatan ini 

disadarkan bahwa mereka merupakan bagian penting dalam keluarga 

dan lingkungannya. Dengan penanaman sikap seperti ini, maka mereka 

merasa bahwa kehadiran mereka di tengah keluarga dan masyarakat 

memiliki arti penting; 

Dengan beberapa pendekatan di atas, diharapkan mampu menggerakkan 

hati para pelajar yang masih suci dari kelamnya dunia Narkoba untuk tidak larut 

dalam trend pergaulan yang menyesatkan. Dan bagi mereka yang sudah tercebur 

ke dalam kubangan dunia Narkoba, melalui beberapa pendekatan tersebut, 

diharapkan dapat kembali sadar akan arti penting kehidupan ini, yang amat sayang 

jika masa depan generasi penerus bangsa Indonesia harus tenggelam dalam 

peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, jika pemerintah dan masyarakat 

menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, niscaya upaya memerangi 

Narkoba serta menyelamatkan bangsa Indonesia dari “bahaya mematikan” 

Narkoba akan menemui titik terang. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

melaksanakan visi, misi dan programnya Satuan Narkoba Polres Klaten menemui 

beberapa hambatan, yaitu hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang 

bersifat eksternal. Hambatan yang bersifat internal dirasakan saat melakukan razia 
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terbuka, yakni sering terjadinya kebocoran sasaran oprasional razia serta 

minimnya dana operasional dalam hal pemberantasan dan penanggulangan 

narkotika. Hambatan yang bersifat eksternal dirasakan saat melaksanakan 

penyidikan yakni tidak adanya dukungan/kerjasama dari masyarakat setempat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 
 

Dari hasil penelitian di Satuan Narkoba Polres Klaten mengenai ”PERAN 

SATUAN NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN DAN 

PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI KABUPATEN 

KLATEN ( STUDI KASUS PADA POLRES KLATEN)” dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

5.1.1 Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam pemberantasan dan 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika cukup besar karena tugas pokok 

dan fungsi sudah sebagian besar terealisasi. Adapun peranan Satuan Narkoba 

adalah:  

 (1) Peranan Satuan Narkoba Polres Klaten adalah memberantas dan 

menanggulangi Kejahatan Narkotika yang ada di wilayah hukum Polres 

Klaten dengan  melaksanakan program kerja dan kegiatannya, antara lain: 

(a) Memberikan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.5 tahun 1997 

tentang Psikotropika dan segala hal yang berkaitan dengan narkotika, 

psikotropika dan obat berbahaya lainnya; 
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(b) Melakukan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan, talk show kepada 

masyarakat yang belum mengerti akan bahaya dan dampak 

penggunaan narkotika; 

(c) Melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau operasi gabungan di 

kawasan-kawasan yang di sinyalir digunakan sebagai tempat transaksi 

Narkoba; 

(d) Melakukan tes urine bekerjasama dengan tim medis dari Kepolisian 

Resort Klaten; 

(e) Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI); 

(f) Pemusnahan barang bukti Narkoba dan miras yang disita selama tahun 

2010 di Polres Klaten, tanggal 15 november 2010; 

(g) Pendistribusian alat-alat dukungan operasional seperti teskit Narkoba 

& prekusor, x-ray machine portable, alat deteksi Narkoba dan paket 

pos kepada para anggota Satuan Narkoba. 

5.1.1 Hambatan-hambatan Badan Narkotika Kota (BNK) Semarang dalam 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain: 

 (1) Hambatan internal yaitu : 

Hambatan internal itu timbul dari dalam jajaran Satuan Narkoba 

yang terlibat dalam razia terbuka, ada kalanya jajaran Satuan Narkoba 

yang terlibat dalam razia terbuka membocorkan target operasional razia 

terbuka, sehingga pelaksanaan razia tidak dapat dilaksanakan secara 

maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan 

razia telah melarikan diri. 
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Kemudian hambatan internal yang kedua adalah besarnya biaya yang 

timbul akibat penyalahgunaan narkotika, tentunya harus dibarengi dengan 

meningkatnya biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan 

penyalahgunaan narkotika, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama 

pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika 

dan psikotropika akan sulit untuk dilakukan. 

Faktor biaya merupakan faktor yang sangat menghambat dalam 

proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika 

pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran 

membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap 

penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika. Saati ini, anggaran yang 

dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam 

mengungkap dan atau untuk dapat menegakkan hukum dalam 

pemberantasan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika belum 

mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakkan hukum masih 

terkendala dan tidak memuaskan. 

 (2) Hambatan eksternal yaitu: 

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari 

lingungan atau masyarakat. Hambatan eksternal ini timbul saat masyarakat 

di lingkungan penyelidikan sulit untuk diajak kerjasama karena adanya 

sebagian masyarakat kurang perduli terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba karena mereka beranggapan yang memakai dan 

pengedar Narkoba bukan keluarga mereka sendiri. 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Narkoba Polres Klaten, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Seyogyanya Satuan Narkoba Polres Klaten lebih meningkatkan kesadaran 

hukum tentang Pencegahan, Pemberantasan  Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN) bagi masyarakat dengan sosialisasi dan penyuluhan 

hukum, talk show, pemutaran film, penyebaran stiker/pamflet tentang sanksi 

hukum. 

5.2.2 Seyogyanya Satuan Narkoba Polres Klaten Meningkatkan biaya 

operasional dengan cara mengajukan dana kepada Kapolres Klaten dengan 

pertimbangan permasalahan yang ada dan besarnya biaya yang digunakan 

untuk pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah 

hukum Polres Klaten, sehingga pemberantasan dan penanggulangan narkotika 

di Kabupaten Klaten dapat terlaksana dengan baik. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

Identitas  : 

Nama   : 

Jabatan  : 

 

 (1) Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam penanggulangan penyalahgunaan 

narkotika? 

(a) Bagaimana Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam penanggulangan 

penyalahgunaan Kejahatan narkotika di wilayah hukumnya? 

(b) Apakah tujuan dibentuknya Satuan Narkoba Polres Klaten dalam 

penanggulangan penyalahgunaan Kejahatan narkotika di Indonesia pada 

umumnya dan di Polres Klaten pada khususnya? 

(c) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya, apakah Satuan 

Narkoba Polres Klaten melibatkan berbagai pihak?Pihak mana saja yang 

ikut terlibat didalamnya? 

(d) Apakah dalam melaksanakan tugasnya Satuan Narkoba Polres Klaten 

sudah pernah menangkap basah para pemakai dan pengedar gelap 

Narkoba?Dimana? Dan bagaimana kronologisnya? 

 (2) Peran Satuan Narkoba Polres Klaten dalam penanggulangan  penyalahgunaan 

narkotika? 

(a) Bagaimana strategi yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Klaten dalam 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika? 

(b) Apakah strategi yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Klaten sudah 

berhasil dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika? 

(c) Bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Klaten dalam 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika? 

(d) Apakah upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Klaten dalam 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika sudah berhasil? 

(e) Siapa saja yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan 

narkotika selain Satuan Narkoba Polres Klaten? 
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(f) Apakah ada penyuluhan terhadap masyarakat dalam upaya 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika? 

(g) Apakah masyarakat ikut berperan serta dalam upaya penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika? 

(h) Apakah kotmitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan 

(khususnya POLRI dengan Satuan Narkobanya) dan masyarakat untuk 

memerangi narkotika sudah terwujud? 

(i) Apakah sikap dan perilaku masyarakat dalam berperan serta dalam 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika sudah dapat terwujud? 

(j) Apakah kondisi penegakan hukum dibidang narkotika sudah sesuai dengan 

supremasi hukum di Indonesia? 

 (3) Hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Narkoba Polres Klaten dalam 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika 

(a) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Satuan Narkoba Polres Klaten 

dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika? 

(b) Dengan adanya hambatan tersebut, apakah akan mempengaruhi kinerja 

Satuan Narkoba Polres Klaten? 

(c) Bagaimana Satuan Narkoba Polres Klaten dalam mengatasi hambatan-

hambatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika? 

 (4) Berikan Gambaran secara Umum tentang Satuan Narkoba Polres Klaten? 

(a) Prestasi apa yang telah diraih Satuan Narkoba Polres Klaten selama ini? 

(b) Bagaimana persentase perkembangan kejahatan narkotika di wilayah 

hukum Polres Klaten selama 3 tahun terahir? 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA 

DAERAH JAWA TENGAH 
RESOR KLATEN 

 
 

PERTELAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB                          
DI LINGKUNGAN SAT NARKOBA POLRES KLATEN 

TH 2011 
SESUAI 

KEP : 366 / VI / 2010 DAN PERKAP : 23 TH 2010 
A.    TUGAS DAN FUNGSI NARKOBA 

 (1) Sat Narkoba adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang 
berada dibawa Kapolres. 

 (2) Sat Narkoba bertugas melaksanakan bimbingan tehnis yang 
bberhubungan dengan fungsi Narkoba. 

 (3) Dalam tugas represif Sat Narkoba melakukan kegiatan 
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan psikotropika 
serta bahan / obat maupun zat adiktif lainnya. 

 (4) Sat Narkoba melaksanakan tugas preemtif melalui kegiatan 
pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan 
narkoba. 

 (5) Sat Narkoba bertugas membantu dalam merawat / rehabilitasi 
korban penyalahgunaan Narkoba melalui kerjasama dengan BNK Klaten. 

 (6) Sat Narkoba dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dan 
bekerjasama dengan instansi terkait ( Labfor, Bali Besar POM maupun 
BNK dan BNP ) 

B.   UNSUR-UNSUR PELAKSANA STAF SAT NARKOBA. 
 (1) Sesuai Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 366 / VI / 2010 tanggal 14 

Juni 2010 dan Peraturan Kapolri nomor : Perkap / 23 / 2010.  
(a) Kepala Satuan Narkoba yang disingkat Kasat Narkoba yang 

bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas 
sehari-hari dibawah kendali Waka Polres, yang dalam pelaksanaan 
sehari-hari bertugas sebagai berikut : 
a) Menyelenggarakan kegiatan fungsi Narkoba yang bersifat 

terpusat pada tingkat Polres atau Sektor termasuk memberikan 
dukungan  operasional atas pelaksanaan fungsi baik pada tingkat 
Polres maupun Polsek. 
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b) Dalam pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan 
arahan Kapolres dan petunjuk tehnis melakukan pembinaan 
khususnya Fungsi Narkoba antara lain : 

c) Memberikan bimbingan tennis atas pelaksanaan fungsi 
Narkoba terhadap para kanit Res Intel Polsek. 

d) Melaksanakan kegitan Preventif melalui kegiatan 
pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan 
Narkoba. 

e) Melakukan kegitan Represif melalui upaya penyelidikan 
dan penyidikan tindak pidana Narkoba. 

f) Melaksankan koordinasi dengan Instansi terkait baik yang 
berhubungan dengan fungsi narkoba antara lain Labfor, Balai 
POM, BNK dan BNK. 

g) Memberikan bantuan operasional kepada satuan fungsi 
lainnya termasuk  diluar Instansi Polri dan pelayanan umum 
kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan surat keterangan 
bebas Narkoba. 

h) Menyelenggarakan dan melaksanakan operasi khusus 
kewilayahan yang diperintahkan dari Satuan atas. 

i)   Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk 
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi yang 
berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan tugas fungsi 
Narkoba guna penyelenggaraan pusat informasi kepada Satuan 
atas.      

 (2) Kepala Urusan Operasi atau yang disingkat Kaur Binops. 
(a) Adalah Adalah Pejabat fungsional unsur pelayanan dan staf yang  

menyelenggarakan segala pekerjaan atau kegitan baik staf 
maupun operasional guna kelancaran tugas dalam fungsi Narkoba 
ditingkat Polres. 

(b) Dalam pelaksanaan sehari-hari Kaur Bin Ops bertugas antara lain 
: 
a) Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara 

kerja tetap bagi pelaksanaan tugas fungsi Narkoba serta 
mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas. 

b) Menyiapkan rencana dan program kegiatan fungsi Narkoba 
termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus kewilayahan 
fungsi Narkoba. 
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c) Mengatur dan menyelenggarakan dukungan administrasi bagi 
pelaksanaan tugas operasional termasuk administrasi 
penyidikan dan mengatur pelaksanaan gelar perkara. 

d) Membantu dalam penyelenggaraan pembinaan tehnis serta 
melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait diluar Polri. 

e) Mewakili Kasat Narkoba apabila berhalangan dalam 
pelaksaan tugasnya. 

f) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kaur Bin Ops 
mempunyai tugas antara lain : 

i. Menyiapkan baik piranti lunak maupun kelengkapan 
administrasi lainnya. 

ii. Menyiapkan bahan maupun kelengkapan lainya yang 
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi 
maupun operasional lainnya secara umum yang menjadi 
tugas dan tanggungjawab Kaur Bin Ops. 

 (3) Kaur Mintu. 
Adalah Pejabat fungsional unsur pelayanan dan staf  pada Sat 

Narkoba ditingkat Polres yang dalam kegiatannya sehari-hari 
menyelenggarakan kegiatan administrasi / staf antara lain : 

 (1) Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tatacara kerja 
tetap bagi pelaksanaan tugas administrasi guna mendukung 
kegiatan staf maupun operasional pada fungsi Narkoba. 

 (2) Merencanakan dan membuat rencana kegiatan baik Harian, 
Mingguan, Bulanan, Tri Wulan dan anev tahunan kegiatan pada 
fungsi Narkoba. 

 (3) Membuat  rencana dan program kegiatan fungsi Narkoba. 
 (4) Membuat penetapan kinerja fungsi Narkoba. 
 (5) Membuat laporan bulanan 
 (6) Membuat dan membantu melengkapi administrasi penyidikan. 
 (7) Menata, merapikan dan membukukan surat-surat baik yang 

masuk maupun keluar sehingga mudah dalam penyajiannya. 
 (8) Menyelenggarakan kegiatan administrasi lainnya maupun 

pembinaan dan pelatihan fungsi Narkoba sesuai jadwal. 
 (9) Melaporkan dan koordinasi dengan pimpinan terhadap setiap 

kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Staf 
pada fungsi Narkoba    

 (10) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Paur Yan Min dibantu oleh  
seorang Bamin dan seorang Banum  yang bertugas membantu 
dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pada fungsi Narkoba. 

 (4) Kepala Unit Penyelidikan dan penyidikan atau disingkat Kanit Idik. 
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 (1) Adalah Pejabat fungsional unsur pelayanan dan staf  pada Sat 
Narkoba ditingkat Polres.    

 (2) Dalam pelaksanaannya sehari-hari bertugas antara lain : 
(a) Menyelenggarakan segala pekerjaan atau kegiatan  yang 

berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara 
atau tindak pidana khususnya Narkoba ditingkat Polres. 

(b) Merumuskan dan mengembangkan prosedur penyelidikan 
penyidikan perkara yang dalam pelaksanaannya selalu 
dikoordinasikan kepada Pimpinan. 

(c) Membuat dan merencanakan kegiatan penyelidikan dan 
penyidikan perkara baik yang sudah berjalan maupun perkara 
yang masih dalam proses penyidikan. 

(d) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkalit diluar Polri 
antara lain Labfor, Balai POM, maupun Kejaksaan dan 
Pengadilan guna kelancaran proses penyidikan perkara. 

(e) Membuat dan menyelenggarakan administrasi penyidikan 
baik pilun maupun perangkat per Undang-Undangan lainnya. 

(f) Melaksanakan pengawasan dan monitor perkembangan 
penyidikan baik berkas perkara, tersangka maupun Napi yang 
masih atau sedang menjalani hukuman. 

(g) Mengevaluasi dan melaporkan setiap hasil perkembangan 
kegiatan penyelidikan dan penyidikan kepada Pimpinan. 

(h) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kanit Idik dibantu oleh  
Bintara Unit yang bertugas membantu dan melaksanakan 
tugas penyelidikan dalam upaya paksa yang berkaitan dengan 
tindak pidana / pelanggaran Narkoba dan penyidikan 
perkaranya.  

 (3) Sesuai struktur organisasi jumlah personil sesuai DSP berjumlah : 
25 personil. 

 (4) Jumlah riil personil yang ada saat ini : 16 personil. 
 

 (5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang sudah berjalan 
saat ini : 
(a)  Kepala Urusan Operasi atau yang disingkat Kaur Binops. 

a) Adalah Adalah Pejabat fungsional unsur pelayanan dan staf 
yang  menyelenggarakan segala pekerjaan atau kegitan baik 
staf maupun operasional guna kelancaran tugas dalam 
fungsi Narkoba ditingkat Polres. 

b) Dalam pelaksanaan sehari-hari Kaur Bin Ops bertugas 
antara lain : 
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i. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata 
cara kerja tetap bagi pelaksanaan tugas fungsi Narkoba 
serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas. 

ii. Menyiapkan rencana dan program kegiatan fungsi 
Narkoba termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus 
kewilayahan fungsi Narkoba. 

iii. Mengatur dan menyelenggarakan dukungan 
administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional 
termasuk administrasi penyidikan dan mengatur 
pelaksanaan gelar perkara. 

iv. Membantu dalam penyelenggaraan pembinaan tehnis 
serta melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait 
diluar Polri. 

v. Mewakili Kasat Narkoba apabila berhalangan dalam 
pelaksaan tugasnya. 

vi. Menyiapkan baik piranti lunak maupun kelengkapan 
administrasi lainnya serta menyiapkan bahan maupun 
kelengkapan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan administrasi maupun operasional lainnya 
secara umum yang menjadi tugas dan tanggungjawab 
Kaur Bin Ops. 

(b)  Kaur Mintu. 
a) Adalah Pejabat fungsional unsur pelayanan dan staf  pada 

Sat Narkoba ditingkat Polres yang dalam kegiatannya 
sehari-hari menyelenggarakan kegiatan staf antara lain : 
i. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan 

tatacara kerja tetap bagi pelaksanaan tugas administrasi 
guna mendukung kegiatan staf maupun operasional 
pada fungsi Narkoba. 

ii. Merencanakan dan membuat rencana kegiatan baik 
Harian, Mingguan, Bulanan, Tri Wulan dan anev 
tahunan kegiatan pada fungsi Narkoba. 

iii. Membuat  rencana dan program kegiatan fungsi 
Narkoba. 

iv. Membuat penetapan kinerja fungsi Narkoba. 
v. Membuat laporan bulanan 

vi. Membuat dan membantu melengkapi administrasi 
penyidikan. 
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vii. Menata, merapikan dan membukukan surat-surat baik 
yang masuk maupun keluar sehingga mudah dalam 
penyajiannya. 

viii. Menyelenggarakan kegiatan administrasi lainnya 
maupun pembinaan dan pelatihan fungsi Narkoba 
sesuai jadwal. 

ix. Melaporkan dan koordinasi dengan pimpinan terhadap 
setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan 
kegiatan Staf pada fungsi Narkoba    

x. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kaur Mintu 
dibantu oleh  seorang Bamin dan seorang Banum ( PNS 
) yang bertugas membantu dalam pelaksanaan kegiatan 
administrasi pada fungsi Narkoba. 

(c)  Kepala Unit penyelidikan dan penyidikan atau disingkat Kanit 
Idik. 

i. Adalah Pejabat fungsional unsur pelayanan dan staf  pada 
Sat Narkoba ditingkat Polres.    

ii. Sesuai struktur Organisasi pada Sat Narkoba terdapat 
jabatan : 

i. Kanit Idik I : yang bertugas melaksanakan kegiatan 
penyelidikan dan penyidikan kasus / tindak pidana 
Narkotika / Psikotropika. 

ii. Kanit Idik II : yang bertugas melaksanakan kegiatan 
penyelidikan dan penyidikan perkara obat / bahan 
berbahaya. 

iii. Dalam pelaksanaannya sehari-hari bertugas antara lain : 
i. Menyelenggarakan segala pekerjaan atau kegiatan  yang 

berhubungan dengan kegiatan penyelidikan dan 
penyidikan perkara atau tindak pidana khususnya Narkoba 
ditingkat Polres. 

ii. Merumuskan dan mengembangkan prosedur penyelidikan 
dan penyidikan perkara yang dalam pelaksanaannya selalu 
dikoordinasikan kepada Pimpinan. 

iii. Membuat dan merencanakan kegiatan penyelidikan dan 
penyidikan perkara baik yang sudah berjalan maupun 
perkara yang masih dalam proses penyidikan. 

iv. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkalit diluar 
Polri antara lain Labfor, Balai POM, maupun Kejaksaan 
dan Pengadilan guna kelancaran proses penyidikan 
perkara. 
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v. Membuat dan menyelenggarakan administrasi penyidikan 
baik pilun maupun perangkat per Undang-Undangan 
lainnya. 

vi. Melaksanakan pengawasan dan monitor perkembangan 
penyidikan baik berkas perkara, tersangka maupun Napi 
yang masih atau sedang menjalani hukuman. 

vii. Mengevaluasi dan melaporkan setiap hasil perkembangan 
penyidikan kepada Pimpinan. 

viii. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kanit Idik dibantu 
oleh Bintara unit yang bertugas membantu melaksanakan 
penyelidikan / upaya paksa pelaku tindak pidana Narkoba 
serta menyiapkan bahan / administrasi yang berkaitan 
dengan kegiatan penyidikan perkara. 

ix. Jumlah riil personil Sat Narkoba saat ini adalah : 16 
personil yang terdiri dari 15 personil Polri dan 1 personil 
PNS, sehingga untuk melengkapi jumlah personil sesuai 
struktur organisasi saat ini masih terdapat kekurang 9 
personil.  

C. Sarana dan Prasarana yang dimiliki : 
(a) Kendaraan Roda empat : 1 Unit 
(b) Pesawat computer  : 5 Unit 
(c) Kamera manual : 1 buah 
(d) Teskit Narkoba : 15  biji 
(e) Juklak / Juknis dan per Undang-Undangan yang berhubungan dengan 

fungsi Narkoba  
D. Saran : 

(a) Kedepan mohon untuk Satuan Narkoba mendapatkan alat / teskit Narkoba 
yang didukung dari Dinas. 

(b) Perbaikan / penambahan sarana dan prasarana khususnya roda empat, 
karena yang digunakan saat ini adalah pinjamnan dari Sat Reskrim: 

Demikian pertelaan tugas dan tanggung jawab personil dilingkungan Sat Narkoba 
Polres Klaten ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pada 
fungsi Narkoba. 
       Klaten,        Januari  2011 
       KASAT NARKOBA 
        
 
       Y. RIYANTO, SH 
       AKP NRP 62010302 


